PENGADILAN NEGERI BENGKALIS KELAS IB
JI. Karimun No. 12 Bengkalis
Telp. (0766) — 22831,Fax (0766) 21031
Email : pn_bengkalis@yahoo.co.id
Website : www.pn-bengkalis.go.id

DAFTAR INDUK SOP KEPANITERAAN PIDANA

NO NAMA SOP NOMOR SOP
SOP PROSES PENYELESAIAN

1 O h LA DR W4.U2/283/0T.01.3/1/2023
SOP PROSES PENYELESAIAN

2. PERKARA PIDANA ANAK JIKA W4.U2/284/0T.01.3/1/2023
UPAYA DIVERSI BERHASIL
SOP PROSES PENYELESAIAN

3. PERKARA PIDANA ANAK JIKA UPAYA |  WA4.U2/285/0T.01.3/1/2023
DIVERSI TIDAK BERHASIL
SOP PROSES PENYELESAIAN

4 e R Elral o W4.U2/286/0T.01.3/1/2023
SOP PROSES PENYELESAIAN

5. PERKARA TINDAK PIDANA W4.U2/287/0T.01.3/1/2023
TIPIRING

6. SOP PROSES PENANGANAN W4.U2/288/0T.01.3/1/2023

PERKARA TILANG

SOP PERMOHONAN UPAYA HUKUM
BANDING

W4.U2/289/0T.01.3/1/2023

SOP PERMOHONAN UPAYA HUKUM
BANDING PEMILU

W4.U2/290/0T.01.3/1/2023

SOP PERMOHONAN UPAYA HUKUM
KASASI

W4.U2/291/0T.01.3/1/2023

10.

SOP PERMOHONAN UPAYA HUKUM
PK PIDANA

W4.U2/292/0T.01.3/1/2023

11.

SOP PERMOHONAN GRASI

W4.U2/293/0T.01.3/1/2023

12.

SOP PERMOHONAN PRAPERADILAN

W4.U2/294/0T.01.3/1/2023

13.

SOP PERMINTAAN PERMOHONAN
PERPANJANGAN PENAHANAN
OLEH PENYIDIK DAN PENUNTUT
UMUM PASAL 29 AYAT (2) DAN
AYAT (3)

W4.U2/295/0T.01.3/1/2023

14.

SOP PERMINTAAN PERMOHONAN
PERPANJANGAN PENAHANAN
OLEH PERMINTAAN PENUNTUT
UMUM PASAL 25

AYAT (2)

W4.U2/296/0T.01.3/1/2023

15.

SOP PERMOHONAN [JIN/
PERSETUJUAN BESUK (PERKARA
PIDANA UMUM, TIPIKOR DAN
PERIKANAN)

W4.U2/297/0T.01.3/1/2023

16.

SOP PERMINTAAN PERMOHONAN
PERPANJANGAN PENAHANAN KE
PENGADILAN TINGGI PASAL 29 AYAT

W4.U2/298/0T.01.3/1/2023




(1) KUHAP

1.

SOP PENANGGUHAN PENAHANAN
PERKARA PIDANAUMUM

W4.U2/299/0T.01.3/1/2023

18.

SOP PROSE PENYELESAIAN
PERMOHONAN IJIN/ PERSETUJUAN
PENGGELEDAHAN

(PERKARA PIDANA UMUM, TIPIKOR
DAN PERIKANAN)

W4.U2/300/0T.01.3/1/2023

19.

SOP PROSES PENYELESAIAN
PERMOHONAN DIVERSI

W4.U2/301/0T.01.3/1/2023

20. | SOP IJIN PEMBANTARAN W4.U2/302/0T.01.3/1/2023
SOP PENCABUTAN PERMOHONAN

B e L ey W4.U2/303/0T.01.3/1/2023
SOP PENCABUTAN

2 e sy W4.U2/304/0T.01.3/1/2023
SOP PENCABUTAN PERMOHONAN

B3, || e mr e e W4.U2/305/0T.01.3/1/2023
SOP 1JIN/ PERSETUJUAN PENYITAAN

24. | OLEH PENYIDIK (PERKARA PIDANA, W4.U2/306/0T.01.3/1/2023
TIPIKOR DAN PERIKANAN)
SOP PERMOHONAN PENGALIHAN

B W4.U2/307/0T.01.3/1/2023

26. | SOP PINJAM PAKAI BARANG BUKTI W4.U2/308/0T.01.3/1/2023

27. | SOP IJIN BEROBAT W4.U2/309/0T.01.3/1/2023

28, | SOP PENYELESAIAN PERKARA W4.U2/310/0T.01.3/1/2023

PIDANA PEMILU




PENGADILAN NEGERI BENGKALIS KELAS IB

JI. Karimun No. 12 Bengkalis
Telp. (0766) — 22831 Fax (0766) 21031
Email : pn_bengkalis@yahoo.co.id
Website : www.pn-bengkalis.go.id

NOMOR SOP - | W4.U2/283/0T.01.3/1/2023

Revisi Ke 16

TGL. PEMBUATAN | 09 Januari 2017

TGL. REVISI : | 02 Januari 2023

DISAHKAN OLEH - KETUA PENGADILAN NEGERI

BENGKALIS KELAg 1B

NAMA SOP : | SOP PROSES PENYELESAIAN

PERKARA PIDANA BIASA (DEWASA)

DASAR HUKUM :

KETERKAITAN :

1.

10.

1.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Jo Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum

Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun 2015 Jo
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Mahkamah
Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020
tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana
di Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera
dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan

Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 2 Tahun
2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan
Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat)
Lingkungan Peradilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor 4 Tahun
2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat
Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai
Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberiakuan Buku I
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/Il/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DJU/SK/HMO02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 3239/DJUISK/HMO02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HMO02.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
379 /DJU/PS.00/3/2020 hal Persidangan Perkara
Pidana Secara Teleconference

1. SOP Penahanan
2. SOP Permohonan ljin Pembantaran

PERINGATAN/CATATAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai

KUALIFIKASI PELAKSANA :

S-3
S-2
S-1
D-3
SMU Sederajat

Ok ON =

PERALATAN/PERLENGKAPAN

Alat Tulis Kantor (ATK)
Komputer

Jaringan Intemet/LAN

Printer

Scanner

Mesin Fotocopy

Register Perkara Pidana Biasa

NoO o=

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Berkas Perkara Pidana Biasa




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas KPN Ket.
Petugas | Staf Panmud | Panmud it : Persyaratan/ Waktu Output
PTSP |Pidana i Pidana Hukum " Hokiow, / ::‘K Perlengkapan p
1 Penerimaan Tidak Berkas perkara | 1Jam | - Berkas *1
berkas perkara Checklist diterima/
O kelengkapan Ekspedisi
berkas - Cheklist yang
Tanda bukti sudah
pelimpahan ditandatanga
perkara ni petugas
2 Meneliti Berkas Perkara - Berkas
kelengkapan Cek List 1 Jam Lengkap/tida
berkas kelengkapan k lengkap
perkara, Ya berkas - tanda terima
termasuk pelimpahan
Barang Bukti berkas
3 Input data Berkas perkara | 5 Jam | Berkas 2
SIPP dan Komputer diterima dan
Penomoran Koneksi LAN diberikan
perkara, SIPP nomor perkara
pencatatan I Buku register
dalam l induk
register
4 Menyerahkan Berkas Perkara 1 Jam | Ekspedisi
berkas perkara
yang sudah 1
lengkap
5 Penetapan * Berkas perkara 3 Hari | Penetapan
Majelis Hakim SIPP penunjukan
Majelis/Hakim
| |
6 Penunjukan v Berkas perkara | 3 Hari | Penunjukan PP
Panitera SIPP
Pengganti (PP)
|
7 | Pencatatan v Berkas perkara | 1Jam | Register
penunjukan Penetapan Manual
Hakim dan PP penunjukan
ke dalam Buku Hakim dan PP
Register
8 Menyerahkan Berkas perkara | 2 Jam | Ekspedisi
berkas perkara o Penetapan
kepada Majelis
Hakim untuk
dibuat I
Penetapan
hari sidang
9 Membuat Berkas 3 Hari | - Penetapan
Penetapan \ 4 SIPP penahanan
hari sidang - Penetapan
dan -l—l Hari Sidang
penahanan Pertama
jika ada
10 | Menerima Penetapan 1 Hari | Ekspedisi
berkas perkara Penahanan
dari Hakim Penetapan Hari
dan mengirim Sidang
penetapan
kepada staf
untuk dikirim
ke PU dan
dicatat
kedalam
register induk
11 | Proses Berkas Perkara 113 | - BA Sidang 3
persidangan Ll Court Calendar Hari - Petikan
sampai Putusan
dengan - Putusan
pengucapan | i
putusan
12 |Memasukan Putusan yang| 3 Jam |Tanggal dan
amar dan sudah di Amar putusan
tanggal putusan tandatangani sudah terisi pada
pada aplikasi SIPP
SIPP
13 {Mengupload Berkas Perkara 1 Hari {Terunggahnya
Putusan/ Softcopy putusan/putusan
Putus_an_ Putusan/Putusan anonimisasi ke
Anonimisasi Anonimisasi dalam SIPP
kedalam SIPP

Halaman 2 dari 3



Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas KPN Ket.
Petugas | Staf Panmud | Panmud g : Persyaratan/
PTg; Pidana Pe Pidana Hukum PaniteralHakim| / :‘K Perlengkapan Wakiu Oty

14 |Pengetikan - Berkas Perkara 1 |Petikan Putusan
petikan putusan - Putusan Hari

15 |Penyampaian ‘ Petikan  Putusan| 1 Hari | - Ekspedisi 6
petikan putusan Siap dikirim - Tanda terima
kepada Penyidik, penyampaian
JPU, Terdakwa petikan
dan Rutan

16 [Penyampaian \ 4 Salinan Putusan| 5 Hari | - Ekspedisi 7
Salinan putusan siap dikirim - Tanda terima
kepada Penyidik, penyampaian
JPU, Terdakwa — ) salinan
dan Rutan r-

17 |Penyelesaian Berkas perkara 7 Hari |Berkas perkara
berkas perkara

18 [Meneliti - Berkas perkara| 3 Hari |Berkas perkara
kelengkapan lengkap lengkap
berkas perkara

19 |Menerima berkas Tidak - Berkas perkara| 2 hari |Berkas perkara
dan meneliti lengkap lengkap
kelengkapan - Ekspedisi
berkas perkara vh

20 [Melakukan v - Berkas perkara| 1 hari |Berkas perkara
penjilidan lengkap lengkap sudah

dijilid
| |
1

21 |Menginput [ - Berkas perkara | 1 Hari [Tanggal minutasi
tanggal minutasi - Checklist telah diinput
pada sipp dan kelengkapan pada SIPP dan
dicatat kedalam 1 berkas telah tercatat
register - Ekspedisi pada register

- Buku register

23 |Menyerahkan \ 4 - Berkas Perkara 3 Hari |BA Penyerahan
berkas inactive CD yang sudah Kerja |berkas
ke Panmud Berkekuatan Arsip perkara
Hukum Hukum tetap dan

telah dijahit
- Cheklist

Penjelasan pada kolom Keterangan :

"1 Untuk 1 (satu) Berkas Perkara

*2  Apabila ada kendala teknis disertakan data dukung/berita acara

‘3 5 bulan sejak pendaftaran perkara sampai dengan minutasi

‘4 Waktu yang tertera untuk pembuatan BAS Perpersidangan dan BAS harus selesai sebelum sidang berikutnya

‘5 Kecuali perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat

‘6 Penyampaian Petikan putusan 1x24 jam kepada Penyidik, JPU, Terdakwa dan Lapas

Halaman 3 dari 3



NOMOR SOP - | W4.U2/284/0T7.01.3/1/2023
Revisi Ke ¢ 16
TGL. PEMBUATAN ;| 09 Januari 2017
TGL. REVISI 02 Januari 2023
DISAHKAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI
BENGKALIS KELAS 1B
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS KELAS IB
JI. Karimun No. 12 Bengkalis
Telp. Telp. (0766) — 22831 Fax (0766) 21031
il i hoo.co.id
i '?-\,"Mi",f’::_";f%;ﬁa.?: oy NAMA SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA
PIDANA ANAK JIKA UPAYA DIVERSI
BERHASIL
DASAR HUKUM KETERKAITAN -

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
Kekuasan Kehakiman

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Jo Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak

5. Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang
pedoman pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan
pidana Anak.

6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Jo
Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Mahkamah
Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

7. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 4 Tahun 2020
tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana
di Pengadilan Secara Elektronik.

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera
dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan

10. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku Il
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan

11. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan

Umum Nomor 77/DJU/SK/HMO02.3/2/2018 tentang

Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo Surat

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Nomor 3239/DJUISK/IHM02.3/11/2019 tentang

Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan

Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018

tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor

379 /DJU/PS.00/3/2020 hal Persidangan Perkara

Pidana Secara Teleconference

tentang

12.

SOP perkara Penahanan anak

PERINGATAN/CATATAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai

KUALIFIKASI PELAKSANA :

ok WN =

S-3
S-2
S-1
D-3
SMU Sederajat

PERALATAN/PERLENGKAPAN

ONO O N =

Alat Tulis Kantor (ATK)
Komputer

Jaringan Internet/LAN
Printer

Scanner

Mesin Fotocopy

Register Perkara Pidana Anak
Register Diversi

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Berkas Perkara Pidana Anak




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Petugas Panmud | Panmud = . KPN/ Persyaratan / Ket.
m’;‘ staf | PP | i ha | Hukum [Paniteral Hakim | Lo oh | kapan |Waktu| Output
1 |Menerima berkas " - Be{dkas perkara | 1 Hari get:;kas ;
erkara a - Ceklist iterima,
¥ D kelengkapan - Ekspedisi
berkas - Cheklist yang
- Tanda bukti sudah ditanda
pelimpahan tangani
perkara petugas
2 | Meneliti & + Berkas Perkara | 1 Hari |- Berkas 1
kelengkapan L Cek List Lengkap/
berkags perkara \ kelengkapan tidak lengkap
termasuk barang berkas - tanda terima
bukti Ya gelrllr:;[;ahan
T e
3 | Menginput data L 2 L Berkas perkara 1 Hari | Berkas
SIPP dan Komputer diterima dan
Penomoran . Koneksi LAN diberikan
perkara, L SIPP nomor
pencatatan I - Buku register perkara
dalam register induk
induk
4 | Menyerahkan A 4 Berkas Perkara 1 Hari | Ekspedisi
berkas perkara
yang sudah -
lengkap
5 | Menetapkan * Berkas perkara 3 Hari | Penetapan
Hakim/Majelis L SIPP penunjukan
Hakim - Majelis/Hakim
6 | Menunjuk R 7 - Berkas perkara 3 Hari | penunjukan
Panitera L SIPP PP
Pengganti (PP)
Mencatat J = - Berkas perkara | 1 Hari | Register
7 | penunjukan L Penetapan Manual
Hakim/Majelis penunjukan
Hakim dan PP ke Hakim/Majelis
dalam Buku Hakim dan PP.
Register Induk
8 | Menyerahkan - Berkas perkara 7 Hari | Penetapan
berkas perkara - Penetapan hakim pelaksanaan
kepada diversi
Hakim/Majelis
Hakim untuk
mengupayakan
diversi

9 | Melaksanakan . Berkas perkara 30 | BAS 2
Diversi bagi y - Undangan kepada| Hari | Pelaksanaan
yang memenuhi pihak terkait Diversi
syarat yang (pembimbing - Kesepakatan
ditentukan kemasyarakatan, Diversi jika

pekerja sosial berhasil
profesional,advo

kat, orang tua,

tokoh

masyarakat)

10 | Laporan hakim y L Laporan 1 Hari| Laporandan | 3
fasilitator L BA Pelaksanaan permohonan
kepada KPN dan dan kesepakatan diversi
permohonan Diversi
penetapan jika
upaya diversi
berhasil

11 | Pembuatan 4 - Permohonan 2 Hari | Konsep 4
konsep penetapan diversi Penetapan
penetapan - Berkas perkara Diversi
diversi - Kesepakatan

Diversi

- Konsep
Penetapan
Diversi

Halaman 2 dari ?



Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Petugas Panmud | Panmud . . KPN/ Persyaratan/ Ket.
prsp | Staf Pidana | Hukum|Panitera| Hakim | Jopy | perengkapan |Wakiu|  Output
12 | Penandatangana . Konsep Penetapan| 1 Hari | Penetapan
n penetapan Diversi Diversi
diversi
L 4
. |
13 | Pengiriman 4 L Penetapan Diversi | 3 Hari | Tanda Terima 5
salinan ‘ + Buku Ekspedisi pengiriman
penetapan salinan
diversi kepada penetapan
pihak terkait
|
14 | Arsip perkara - Berkas perkara 3 Hari | BA penerimaan
- Penetapan diversi berkas untuk
I Buku Ekspedisi diarsipkan di
kepaniteraan
hukum

Penjelasan pada kolom Keterangan :

*1  Surat penitipan barang bukti kepada JPU

*2  Pelaksanaan Diversi maksimal 7 hari kerja

"3 Jika tidak berhasil maka hakim membuat penetapan hari sidang dan pemeriksaan dilanjutkan

“4  Panitera dapat mendelegasikan ke Panitera Muda Pidana

*5  Apabila hasil kesepakatan diversi tidak dilaksanakan maka perkara bisa dibuka kembali

Halaman 3 dari 3




NOMOR SOP -] W4.U3/285/0T.01.3/1/2023
Revisi Ke -1 6
TGL. PEMBUATAN 09 Januar 2017
TGL REVISI 02 Januan 2023
DISAHKAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI
BENGKALIS KELAS 1B
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS KELAS IB
JI. Karimun No. 12 Bengkalis
Telp. (0766) — 22831 Fax (0766) 21031
Email : pn_bengkalis@yahoo.co,'id
Website : www.pn-bengkalis. go.id NAMA SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA
PIDANA ANAK JIKA UPAYA DIVERSI
TIDAK BERHASIL
DASAR HUKUM : KETERKAITAN -

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasan Kehakiman

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Jo Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak

5. Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang
pedoman pelaksanaan Diversi dan penanganan anak
yang belum berumur 12 (dua belas) jo peraturan
Makamah Agung Rl nomor 4 tahun 2014 tentang
pedoman pelaksanaan Diversi dalam sistem Peradilan
pidana Anak

6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Jo
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Mahkamah
Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020
tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana
di Pengadilan Secara Elektronik.

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera
dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan

10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/I/2012  tentang Standar Pelayanan
Peradilan.

11. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 3239/DJU/SK/HMO02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HMO02.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

13. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
379 /DJU/PS.00/3/2020 hal Persidangan Perkara
Pidana Secara Teleconference

SOP perkara Penahanan anak

PERINGATAN/CATATAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai

KUALIFIKAS]I PELAKSANA :

Ok N

S-3
S-2
S-1
D-3
SMU Sederajat

PERALATAN/PERLENGKAPAN

NoOohsON=

Alat Tulis Kantor (ATK)
Komputer

Jaringan Internet/LAN

Printer

Scanner

Mesin Fotocopy

Register Perkara Pidana Anak

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Berkas Perkara Pidana Anak




Pelaksana Mutu Baku
. KPN
No | Aktivitas | Ptgs Panmud | Panmud Persyaratan/ Ket.
PTSP Staf PP Pidana | Hukum Panitera | Hakim Il"”NK Perlengkapan Waktu Output
1 |Menerima - Berkas perkara 1 - Berkas
berkas perkara ? - Checklist Jam diterima/
Tidak kelengkapan Ekspedisi
berkas - Cheklist yang
- Tanda bukti sudah di
pelimpahan tandatangani
perkara petugas

2 | Meneliti - Berkas Perkara 3 - Berkas
kelengkapan - Cek List Jam Lengkap/tidak
berkas perkara kelengkapan lengkap
termasuk berkas - tanda terima
barang bukti Ya pelimpahan

berkas

3 | Menginput data ‘ - Berkas perkara 2 Berkas diterima
SIPP dan - Komputer Jam | dan diberikan
Penomoran - Koneksi LAN nomor perkara
perkara, | - SIPP
pencatatan - Buku register
dalam register induk
induk

4 | Menyerahkan A 4 Berkas Perkara 2 Ekspedisi
berkas perkara Jam
yang sudah
lengkap !

5 | Menetapkan - Berkas perkara 2 Penetapan
Hakim/Majelis - SIPP Jam | penunjukan
Hakim Majelis/Hakim

6 | Menunjuk - Berkas perkara 2 penunjukan PP
Panitera - SIPP Jam
Pengganti (PP)

7 |Mencatat ¥ - Berkas perkara 2 Register Manual
penunjukan - Penetapan Jam
Hakim/Majelis penunjukan
Hakim dan PP Hakim/Majelis
ke dalam Buku Hakim dan PP
Register Induk

8 | Menyerahkan : 4 - Berkas perkara 1 Ekspedisi
berkas perkara - Penetapan Jam
kepada
Hakim/Maijelis
Hakim untuk
dibuat
penahanan jika
ada

9 |Membuat \ 2 - Berkas Perkara 1 - Penetapan 1
Penetapan hari - SIPP Jam penahanan
sidang - Penetapan Hari

1 Sidang Pertama
| |

10 [Menyerahkan ‘ - Penetapan 1 Ekspedisi
penetapan penahanan Hari
kepada staf - Penetapan Hari
untuk dikirim ke Sidang Pertama
PU dan dicatat 1
kedalam register
induk dan SIPP l

11 |Proses - Berkas Perkara |22 hari | - BA Sidang 3
persidangan - Court Calendar - Petikan
sampai dengan Putusan
pengucapan - Putusan
putusan

12 | Memasukan \ 4 Putusan yang |3 Jam | Tanggal dan
amar dan sudah di Amar putusan
tanggal tandatangani sudah terisi
putusan pada pada SIPP
aplikasi SIPP

13 | Mengupload \ 4 - Berkas Perkara 1 Hari |Terunggahnya
Putusan/ - Softcopy putusan/putusan
Putusan Putusan/Putusan anonimisasi ke
Anonimisasi Anonimisasi dalam SIPP
kedalam SIPP

14 | Pengetikan - Berkas Perkara 1 Hari | Petikan putusan
petikan - Putusan
putusan

Halaman 2 dari 3



15 | Penyampaian Petikan Putusan d_an 1hari | - EkspedisiA *5
petikan dan salinan putusan Siap - Tanda tenm
salinan putusan dikirim penyampaian
kpd Penyidik, ‘ pelfikan /
JPU,ABH,PK salinan
BAPAS dan Lapas]

|

16 |Penyelesaian Berkas perkara 3 Hari | Berkas perkara
berkas perkara

17 |Meneliti Tidak Berkas perkara| 1 Har | Berkas perkara
kelengkapan lengkap lengkap
berkas perkara

18 [Menerima - Berkas perkara| 1 Hari | Berkas perkara
berkas dan lengkap lengkap
meneliti - Ekspedisi
kelengkapan /
berkas perkara

Ya

19 |Melakukan Berkas perkara| 1 Hari | Berkas perkara

penjilidan v lengkap lengkap sudah
dijitid
|

20 [Menulis amar L - SIPP 1 Hari | Data terinput
dan tanggal - Buku Register ke sipp dan
putusan tercatat di
kedalam register
register induk manual

21 | Menyerahkan - Berkas perkara 1 Hari | Tanda terima
Minutasi perkara - Cheklist penyerahan
kepada Panmud kelengkapan berkas berkas
Pidana - Berkas sudah

dijahit
- Buku Ekspedisi

22 | Menginput amar - Putusan 1Jam | Amar dan
dan tanggal - SIPP tanggal putusan
putusan kedalam lengkap
SIPP

23 | Menginput e-doc - Pertimbangan 1 Pertimbangan
ke dalam SIPP hukum Jam hukum, e-doc

- Putusan putusan dan e-
- SIPP doc Anonimisasi
putusan lengkap

24 | Menerima \ 4 - Berkas perkara 1 Checklist sudah
Minutasi perkara - Cheklist Hari | ditanda tangan
dari PP kelengkapan panitera muda

berkas pidana

25 | Menyerahkan - Berkas Perkara 3 Hari | - BA Penyerahan
berkas ke yang sudah Kerja berkas perkara
Panmud Hukum Berkekuatan - Arsip perkara

Hukum tetap
- Cheldist

Penjelasan pada kolom Keterangan :

*

*.

*

*

*,

b WN =

Penetapan penahanan jika ada
Pelaksanaan Diversi maksimal 7 hari

Disesuaikan dengan masa tahanan anak
BAS harus selesai sebelum sidang berikut nya
Penyampaian Petikan putusan 1x24 jam

Halaman ¥ dari R




NOMOR SOP T W4.U2/286/0T.01.3/1/2023
Revisi Ke - 16
TGL. PEMBUATAN | - | 09 Januari 2017
TGL REVISI - [ 02 Januari 2023
DISAHKAN OLEH : KETUA PENGADILAN NEGERI
BENGKALIS KELAg IB
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS KELAS IB
JI. Karimun No. 12 Bengkalis
Telp. (0766) — 22831 Fax (0766) 21031
Email : pn__bengkalis@yahoo.co..id
HeDRle: WWPR-Do g Y. NAMA SOP - | PROSES PENYELESAIAN PERKARA
PIDANA SINGKAT
DASAR HUKUM : KETERKAITAN -

1.

10.

1.

12.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Jo Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum

Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun 2015 Jo
Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Mahkamah
Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 4 Tahun 2020
tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana
di Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera
dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan

Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 2 Tahun
2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan
Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat)
Lingkungan Peradilan.

Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku I
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/II/2012  tentang Standar Pelayanan
Peradilan.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DJU/SK/HMO02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HMO02.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
379 /DJU/PS.00/3/2020 hal Persidangan Perkara
Pidana Secara Teleconference

SOP Penanganan Meja Pengaduan

PERINGATAN/CATATAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai

KUALIFIKASI PELAKSANA :

S-3
S-2
S-1
D-3
SMU Sederajat

QA LN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

Alat Tulis Kantor (ATK)
Komputer

Jaringan Internet/LAN

Printer

Scanner

Mesin Fotocopy

Register Perkara Pidana Singkat

NN~

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Berkas Perkara Pidana Singkat




Pelaksana Mutu Baku
Staf Panmud .| KPNJ Ket
No Aktivitas Petugas A Panmud Majelis Persyaratan/ e
F‘;‘.‘sg: PP | Pidana | TSN | panitera | 2O W'I‘(P Perlongkapan | Waktu | Output
1 | Menerima berkas Tidak - Berkas perkara 1jam |Berkas
perkara Q - Checldist  berkas diterima/
Perkara Ekspedisi
2 | Meneliti -Cek Lst berkas | 2jam |Berkas
kelengkapan perkara Lengkap
berkas perkara
3 Menyerahkan Ya - Berkas Perkara 2 jam | Ekspedisi
berkas perkara
4 | Menetapkan - Berkas perkara 1jam |Penetapan
Majelis ipenunjukan
Hakim/Hakim Majelis/Hakim
5 Menunjuk - Berkas perkara 1jam |Surat
Panitera - Penetapan penunjukkan
Pengganti (PP) penunjukan Hakim PP dan JS/JSP
6 Menyerahkan - Berkas perkara 1jam | Ekspedisi
berkas perkara - Penetapan
kepada Hakim
7 | Proses v - Berkas Perkara 3 Hari |BAS ‘1
persidangan - terdakwa,Saksi dan | Kerja
Barang
. Bukti lengkap
8 | Menginput data - SIPP 1 jam Tercatatnya 2
SIPP dan - Register Induk dalam SIPP
penomoran Perkara Pidana dan register
perkara, Singkat induk Perkara
pencatatan dalam Pidana
register induk I Singkat
9 | Penyusunan o - Konsep BAS 2jam |BAS yang 3
putusan dalam sudah di tanda
Berita Acara tangani
Sidang (BAS) "
10 | Pembuatan v . Berkas perkara 3 jam | Petikan 4
petikan Putusan - Konsep Petikan Putusan
Putusan dan BAS yang
T - Konsep BA sudah diketik
F rapi
11 | Penyampaian ‘ - Softcopy  Petikan 3 jam | Petikan 5
petikan putusan Putusan Putusan sudah
kpd penyidik,jpu di upload ke
dan lapas dan SIPP dalam
minutasi berkas bentuk pdrf
perkara
12 | Menyerahkan - Berkas perkara 1jam | Tanda terima
berkas perkara / - Ceklist penyerahan
minutasi kelengkapan berkas
- Buku ekspedisi
13 | Menginput amar * - Putusan PN 1 jam | Amar dan
dan tanggal - SIPP tanggal
putusan kedalam putusan
SIPP e p———— lengkap
14 | Menginput e-doc - Putusan PN 1 jam | E-doc
putusan ke dalam - SIPP putusan
SIPP lengkap
15 | Menerima ' - Berkas perkara 1 hari | Berkas
minutasi perkara - Ceklist perkara
dari PP kelengkapan sudah
1 berkas diminutasi
16 | Menyerahkan f - Perkara sudah | 3 hari | Berita acara
berkas ke Panmud berkekuatan penyerahan
Hukum hukum tetap berkas
- Cheklist Arsip perkara

Penjelasan pada kolom Keterangan :

"1 Apabila terdakwa dan saksi tidak dihadirkan, maka berkas dikembalikan ke JPU tanpa penetapan

"2 Setelah sidang pertama dan perkara telah diputus

3 Putusan menjadi bagian dari berita acara sidang (pasal 203 ayat 3 huruf d KUHAP)

"4 Putusan menjadi satu dengan berita acara sidang

*5  Pasal 203 ayat 3 huruf e KUHAP

Halaman 2 dari 2




NOMOR SOP T Wa.U2/287/0T.01.3/1/2023
Revisi Ke - 16
TGL. PEMBUATAN 09 Januari 2017
TGL REVISI 02 Januari 2023
DISAHKAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGER
BENGKALIS KELAS 1B
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS KELAS IB
JI. Karimun No. 12 Bengkalis
Telp. (0766) — 22831 Fax (0766) 21031 B oge Rk oo
Email : pn_bengkalis@yahoo.co.id NIP. 19780302 200212 1 005
THCIIS: W, Dr-DRTG IR s NAMA SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA
PIDANA TIPIRING
DASAR HUKUM : KETERKAITAN :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasan Kehakiman

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Jo Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum

4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2012
tentang penyesuaian batas tindak pidana riangan dan
jumiah denda KUHP.

5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Jo
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Mahkamah
Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020
tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana
di Pengadilan Secara Elektronik.

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera
dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan

9. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 2 Tahun
2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan
Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat)
Lingkungan Peradilan.

10. Surat Keputusan Mahkamah Agung Rl Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku I
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan

11. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/II/2012  tentang  Standar Pelayanan
Peradilan.

12. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan

Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang

Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo Surat

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang

Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan

Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018

tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor

379 /DJU/PS.00/3/2020 hal Persidangan Perkara

Pidana Secara Teleconference

13.

SOP kepaniteraan pidana

PERINGATAN/CATATAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai

KUALIFIKASI PELAKSANA :

Al

S-3
S-2
S-1
D-3
SMU Sederajat

PERALATAN/PERLENGKAPAN

NoobhON-=

Alat Tulis Kantor (ATK)

Komputer

Jaringan Internet/LAN

Printer

Scanner

Mesin Fotocopy

Register Perkara Pidana cepat/Tipiring

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Berkas Perkara Pidana Cepat / Tipiring




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Panmud Ket.
i Panmud o < KPN/ Persyaratan/
prep | Staf Pidana Hukum | Panitera | Hakim | ol | g apan | Waktu Output
1 | Menerima berkas Tidak - Berkas perkara 1 jam Berkas 1
perkara dari Q - Checklist berkas diterima/
penyidik Perkara Ekspedisi
2 | Meneliti Cek List berkas 2jam | Berkas
kelengkapan perkara Lengkap
berkas perkara
3 | Menyerahkan ¥ Ya Berkas Perkara 2jam | Ekspedisi
berkas perkara
4 | Menetapkan \ 2 Berkas perkara 1jam Penetapan
Hakim penunjukan
Hakim
5 | Menunjuk Panitera v - Berkas perkara 1 jam penunjukan PP
Pengganti (PP) - Penetapan
penunjukan
T Hakim
6 | Menyerahkan v - Berkas perkara 1jam | Ekspedisi
berkas perkara - Penetapan
kepada Hakim
7 | Proses \ 2 - Berkas Perkara 1Hari | Putusan 2
persidangan - terdakwa, Saksi kerja
dan Barang Bukti
lengkap
8 | Menginput data * - SIPP 1jam |Tercatatnya 3
SIPP dan - Register Induk dalam SIPP
penomoran Perkara Pidana dan register
perkara, Cepat induk Perkara
pencatatan dalam | . Pidana
register induk Singkat
9 | Pengisian Blangko - Berkas perkara 2 jam Putusan
ke dalam Putusan - Blangko Putusan
10 | Penyampaian "—; - Petikan Putusan 3jam | Tanda terima ‘4
petikan putusan - Buku Ekspedisi penyampaian
kepada Petikan
penyidik,jpu, putusan
terdakwa serta 1
lapas dan Minutasi
berkas perkara
11 | Menyerahkan - Berkas perkara 3jam Tanda terima
Minutasi perkara - Cheklist penyerahan
kelengkapan berkas
berkas
- Buku Ekspedisi
12 | Menginput amar - Putusan 1 jam Amar dan
dan tanggal - SIPP tanggal
putusan kedalam putusan
SIPP lengkap
13 | Menginput e-doc - Putusan 1 jam e-doc
ke dalam SIPP - SIPP putusan
lengkap
14 | Menginput tanggal ‘ﬁ -SIPP Thari | Data terinput
minutasi pada - Buku register ke sip dan
SIPP dan dicatat tercatat di
dalam register register
L
15 | Menyerahkan Perkara sudah 3 hari |-Berita acara
berkas ke Panmud é berkekuatan hukum penyerahan
Hukum tetap berkas perkara
-Arsip perkara

Penjelasan pada kolom Keterangan :

*1 Per Berkas Perkara
*2  Perberkas perkara

*3  Diisi setelah putus (pasal 209 KUHAP)

"4 Penyampaian Petikan putusan 1x24 jam kepada Penyidik, JPU, Terdakwa dan Lapas

Halaman 2 dari 2




NOMOR SOP - | W4.U2/288/0T.01.3/1/2023
Revisi Ke -6
TGL. PEMBUATAN 09 Januari 2017
TGL REVISI 02 Januari 2023
DISAHKAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI
BENGKALIS KELAS 1B
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS KELAS IB
JI. Karimun No. 12 Bengkalis
Telp. (0766) — 22831 Fax (0766) 21031
Email : pn_bengkalis@yahoo.co.id
Website : www. pn-bengkalis. go.id NAMA SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA
TILANG
DASAR HUKUM - KETERKAITAN -

1

10.

8

12.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Jo Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum

Undang — undang Nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ
Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun 2015 Jo
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Mahkamah
Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 12 tahun 2016
tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu
lintas

Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 4 Tahun 2020
tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana
di Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera
dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

026/KMA/SK/1I/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan.
Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor

KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku I
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DJU/SK/HMO02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 3239/DJUISK/HM02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

PERINGATAN/CATATAN

1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai

2. Jika SOP ini fidak dilaksanakan, tertib administrasi tidak tercapai

KUALIFIKASI PELAKSANA :

S-3
S-2
S-1
D-3
SMU Sederajat

op LN =

PERALATAN/PERLENGKAPAN

Alat Tulis Kantor (ATK)

Komputer

Jaringan Internet/LAN

Printer

Scanner

Mesin Fotocopy

Register Perkara Pidana cepat/Tipiring

NoOoOhs~N =

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Berkas Perkara Pidana Lalu Lintas




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas | patyugas o pp | Panmud |Panmud| o o oL m Persyaratan/ Skt Output Ket.
PTSP Pidana Hukum o N Perlengkapan
1 | Menerima berkas Tidak - Berkas perkara 1 jam Berkas
perkara Lalu Q s Lalu lintas diterima
lintas dari - Soft Copy
penyidik berkas
2 Meneliti - Berkas perkara Berkas
Kelengkapan Lalu fintas 1 jam lengkap
Berkas - Soft Copy
Ya berkas
3 | Menyusun § 3 - Berkas perkara Berkas
berkas dan - ATK 1 hari lengkap
Melapisi berkas dengan
dengan kertas o karbon
karbon b
4 Penetapan - Berkas perkara 1jam Penetapan
Penunjukan - Konsep penunjukan
Hakim tapan Hakim
i ¥ 1 pene : ;
5 Penunjukan PP - Berkas perkara 1jam Penunjukan
- Konsep PP
penetapan
6 | Persidangan v Berkas perkara 1jam Putusan 1
pengucapan
putusan
|
7 | Menginput v - ATK 1 hari Terinput ke
putusan perkara - SIPP dalam SIPP
tilang di SIPP
N
8 Mengumumkan v - Salinan Putusan 1jam Putusan
denda tilang di - ATK terpublikasik
papan - Website an
pengumuman dan
website
9 Mengirimkan - Salinan putusan 2 jam Tanda terima
salinan putusan - barang bukti pengiriman
dan barang bukti - Buku Ekspedisi Salinan
ke Kejaksaan putusan dan
Barang Bukti

Penjelasan pada kolom Keterangan :

"1 Tanpa dihadiri terdakwa

Halaman 2 dari 2




NOMOR SOP - | W4.U2/289/0T.01.3/1/2023
Revisi Ke - 16
TGL. PEMBUATAN - | 09 Januari 2017
TGL. REVISI - | 02 Januari 2023
DISAHKAN OLEH . KETUA PENGADILAN NEGERI
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS KELAS IB
JI. Karimun No. 12 Bengkalis
Telp. (0766) — 22831 Fax (0766) 21031
Email : pn_bengkalis@yahoo.co.id
e i NAMA SOP - | PERMOHONAN UPAYA HUKUM
BANDING PADA PENGADILAN
NEGERI
DASAR HUKUM : KETERKAITAN :

1

10.

1.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Jo Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum

Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun 2015 Jo
Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Mahkamah
Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020
tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana
di Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera
dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun
2016 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat
Pleno kamar Makamah Agung Tahun 2016 sebagi
pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan.

Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/8K/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku I
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DJU/SK/HMO02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 3239/DJUISK/HMO02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HMO02.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

1. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Biasa
2. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Singkat
3. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak

PERINGATAN/CATATAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai

KUALIFIKASI PELAKSANA :

S-3
S-2
S-1
D-3
SMU Sederajat

O wN=

PERALATAN/PERLENGKAPAN

Alat Tulis Kantor (ATK)

Komputer

Printer

Buku Register induk Perkara Pidana
Buku Register Perkara Pidana Banding

OO

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Berkas Perkara Pidana




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Petugas Panmud KPN/ Persyaratan/ Ket.
PTSP Meja I1 Pidana JS /ISP | Panitera WKPN Perlengkapan Waktu Output
1 |Menerima - Berkas perkara 1 jam Persyaratan
Banding - ing
- Surat Kuasa (jika lengkap
ada)
2 [Membuat Akta v - Berkas perkara 1 jam Konsep Akta
Pernyataan Banding Tidak| - Putusan Permnyataan
s - Surat Kuasa (jika Banding
ada)
;q - ATK
3. [Mengoreksi dan - Berkas Perkara 3 jam ggnsep Akta
Paraf Akta - Putusan myataan
- Konsep Akta Banding
Pernyataan yang telah
Banding diparaf
Y.
B - ATK
4. |Menandatangani - Berkas Perkara 2 jam | Akta ‘1
Bonding " Kty Mio Barding.
anding - Konsep ing
Pemyataan
| Banding yang
telah diparaf
5 |Menginput data v - Akta Pernyataan 5 jam Data
Permohonan Banding Banding
Banding di SIPP dan - Putusan terinput di
dicatat dalam I - ATK SIPP dan
register - SIPP tercatat
- Register dalam
register
6 |Membuat Laporan L 4 - Berkas Perkara 3 Jam Konsep
Banding - Putusan Laporan
- Akta Permnyataan Permohonan
Banding Banding ke
| - ATK Pengadilan
l Tinggi
7 |Menandatangani - Konsep Laporan 2 Jam Laporan
laporan banding Permohonan Banding
Banding ke
T Pengadilan Tinggi
8 |Mengirim Laporan f - Laporan 1 Hari Tanda bukti 2
Banding I;err:gphonan pengitiman
anding
- ATK
"-—-'-| - Buku ekspedisi
9  [Pemberitahuan L 7 - Akta Permohonan 1 Hari | Relaas
Pemyataan Banding pemberitahu
Banding - ATK an banding
¥ - Surat tugas
10 [Menginput ‘ - Relaas 3 Jam Data terinput
Pemberitahuan pemberitahuan dalam SIPP
Banding di SIPP dan banding dan tercatat
dicatat di register - ATK dalam
- SIPP register
FJ - Register
11 |Menerima ‘ - Memori banding 1Hari | Memori 3
Memori/kontra - Sofcopy Memori banding
banding Memori banding lengkap
- ATK dibuat
- Register rangkap
sesuai
kebutuhan
dan tercatat
kedalam
register
manual
12 [Membuat Akta v ) - Memori banding 1Jam | Konsep akta “4
Tanda terima ¢ Tidak - ATK tanda terima
Memori/Kontra - Register Memori
Banding T banding
13 |Menandatangani - Konsep akta 1Jam | Akta tanda 5
akta penerimaan tanda terima terima
Memori/kontra Memori banding Memori
banding Ya - ATK banding
14 |Menginput - Akta tanda terima 2 Jam Data terinput
penerimaan Memori banding di SIPP dan
Memori/kontra - Memori banding tercatat di
Banding ke SIPP - SIPP register
dan dicatat dalam - register
register
15 | Pemberitahuan dan - Akta tanda terima 1 Hari | Relaas
Penyerahan Memori banding pemberitahu
Memori/kontra - Memori banding an dan
Banding serta input] - ATK penyerahan
relas pemberitahua1 Memori
banding

Halaman 2 darl 3




Pelaksana Mutu Baku
S Ket.
No | Astivies | RIS | el Panmud| ;5 /3sp | Panitera | XN/ ::ﬂ"ey:g':::';{' Waktu |  Output
16 |Pencatatan dalam - Relaas 1Jam | Data
register pemberitahuan pemberitahu
dan penyerahan an dan
Memori banding penyerahan
- Register Memori
- SIPP banding
- ATK terinput
dalam SIPP
[ dan tercatat
dalam
register
17 | Mempelajari \ 4 - Berkas perkara 3 Hari Akta telah
berkas perkara - Putusan mempelajari
berkas
T perkara
18 | Membuat Surat v - Berkas perkara 2Hari | - Konsep
Pengantar {bundel A dan surat
Pengiriman berkas bundel B) - Berkas
banding dan - Softcopy putusan sudah
menyiapkan I - ATK tersusu
berkas bundel A n
dan bundel B
19 |Menanda tangani v - Konsep surat 2Jam | Surat
surat Pengantar pengantar pengantar
Pengiriman Berkas pengiriman pengiriman
Banding berkas banding berkas
banding
yang sudah
di tanda
tangani
20 |Mengirim berkas - Berkas perkara ( 1 Hari | Tanda bukti 6
banding Bundel A & pengiriman
Bundel B)
- Surat pengantar
- ATK
21 | Input surat v - Surat pengantar 1Jam | Data telah
pengantar di SIPP pengiriman terinput di
dan mencatat berkas banding SIPP dan
dalam register - Register tercatat di
l - SIPP register
- ATK
22 | Arsip berkas - Putusan 1 Hari | Arsip
perkara banding di - Akta-akta Kerja tersimpan
simpan di arsip - Memori dan sebagai arsip
aktif kontra memori aktif di
banding kepaniteraan
pidana

Penjelasan pada kolom Keterangan :
"1 Panitera menanda tangani akta setelah pemohon menanda tangani akta

*2  Kirim lewat Pos dan Email/ Fax/ Aplikasi
*3  Pengisian ini terkait dengan meja II yang ada di PTSP
“4  Pengisian ini terkait dengan meja II yang ada di PTSP

*5  Setelah di paraf oleh Panmud Pidana

"6 Paling lambat berkas dikirim 14 hari sejak permintaan banding diajukan (pasal 236 KUHAP)

Halaman 3 dari 3




PENGADILAN NEGERI BENGKALIS KELAS IB

JI. Karimun No. 12 Bengkalis
Telp. (0766) — 22831 Fax (0766) 21031
Email : pn_bengkalis@yahoo.co.id
Website : www.pn-bengkalis.go.id

NOMOR SOP - | W4.U2/290/0T.01.3/1/2023

Revisi Ke - 16

TGL. PEMBUATAN - | 09 Januari 2017

TGL. REVISI - | 02 Januari 2023

DISAHKAN OLEH : KETUA PENGADILAN NEGERI

BENGKALIS KELAg 1B

" 3ayu Soho Rahdrdlp. S.H
NIP. 19780302 200212 1 005

NAMA SOP : | PERMOHONAN UPAYA HUKUM
BANDING PEMILU PADA
PENGADILAN NEGERI

DASAR HUKUM :

KETERKAITAN :

1.

10.

1.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Jo Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum

Undang - Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang
Pemilihan umum.

Peraturan Mahkamah Agung RiI Nomor 2 tahun 2013
tentang tata cara Penyelesaian tindak Pidana Pemilu.
Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun 2015 Jo
Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Mahkamah
Agung Rl Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020
tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana
di Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera
dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan

Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor 4 Tahun
2016 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat
Pleno kamar Makamah Agung Tahun 2016 sebagi
pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan.

Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku i
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 3239/DJU/SK/HMO02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

1. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Biasa
2. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Singkat
3. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak

PERINGATAN/CATATAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai

KUALIFIKASI PELAKSANA :

S-3
S-2
S-1
D-3
SMU Sederajat

o BN =

PERALATAN/PERLENGKAPAN

Alat Tulis Kantor (ATK)

Komputer

Jaringan Internet/LAN

Printer

Scanner

Mesin Fotocopy

Buku Register Induk Perkara Pidana
Buku Register Perkara Pidana Banding

ONOORON

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Berkas Perkara Pidana

Halaman 1 dari 3




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Petugas Staf / Panmud i KPN/W Persyaratan/ Ket.
PTSgP Meja I1 Pidana 35/ ISP | Panitera KPN Perlengkapan Waktu Ouiput
1 Menerima - Berkas perkara 1 jam Persyaratan
Permohonan < ) - Putusan Permohonan
Banding - ATK Banding
- Surat Kuasa (jika lengkap
ada)
- Tenggang waktu
banding 3 hari kerja
setelah putusan
2 Membuat Akta v - Berkas perkara 1 jam Konsep Akta
Pernyataan Tidak - Putusan Pemyataan
Banding n - Surat Kuasa (jika Banding
ada)
[ - ATK
3. | Mengoreksi dan ¥ - Berkas Perkara 2jam | Konsep Akta
Paraf Akta - Putusan Pernyataan
- Konsep Akta Banding yang
Pernyataan Banding telah diparaf
Ya - ATK
4. | Menanda & - Berkas Perkara 1jam | Akta 1
tangani Akta ‘ - Putusan Pemyataan
Permnyataan - Konsep Akta Banding
Banding Pernyataan Banding
yang telah diparaf
5 Menginput data - Akta Pernyataan 1jam | Data Banding
Permohonan Banding terinput di
Banding di SIPP - Putusan SIPP dan
dan dicatat - ATK tercatat
dalam register l - SIPP dalam
- Register register
6 Membuat v - Berkas Perkara 1 jam Konsep
Laporan Banding - Putusan Laporan
- Akta Permnyataan Permohonan
Banding Banding ke
- ATK Pengadilan
1 Tinggi
7 Menanda Konsep Laporan 1 jam Laporan
tangani laporan Permohonan Banding Banding
banding ke Pengadilan Tinggi
! |
8 Mengirim v - Laporan 2 jam | Tanda bukti 2
Laporan Banding Permohonan pengiriman
Banding
- ATK
l'—-'j - Buku ekspedisi
9 Pemberitahuan - Akta Permohonan 1 jam Relaas
Pernyataan Banding pemberitahuan
Banding - ATK banding
e | - Surat tugas
10 | Menginput ‘ - Relaas 1jam | Data terinput
Pemberitahuan pemberitahuan dalam SIPP
Banding di SIPP banding dan tercatat
dan dicatat di - ATK dalam
register | - SIPP register
| - Register
11 | Menerima L - Memori /kontra 1jam [Memori/kontra
Memori/kontra banding banding lengkap
banding - Sofcopy dibuat rangkap
memori/kontra Isesuai kebutuhan
l_ memori banding
- ATK
- Register
12 | Membuat Akta - Memori /kontra 1jam | Konsep akta
Tanda terima v Tidak banding tanda terima
Memori /kontra - ATK memori
Banding uscommsars) :_4 - Register banding
13 | Penanda - Konsep akta tanda 1 jam Akta tanda 3
tanganan akta terima memori terima
penerimaan [kontra banding memori
memori /kontra - ATK /kontra
banding Ya banding
14 | Menginput - Akta tanda terima 1 jam Data terinput
penerimaan memori/kontra di SIPP dan
Memori /kontra banding tercatat di
Banding ke SIPP - Memori /kontra register
dan dicatat banding
dalam register - SIPP
A 4 - register
15 | Pemberitahuan - Akta tanda terima 1jam |Relaas
dan Penyerahan / kontra memori pemberitahuan
Memori /kontra banding dan penyerahan
Banding serta - Memori/ kontra memori/kontra
input relas banding banding
pemberitahuan - ATK
Soqent

Halaman 2 dari




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Petugas Staf / Panmud KPN/W Persyaratan/ Ket.
PTSP Mejall | Pidana | J5/3SP | Panitera | "y Perlengkapan | Wakiv |  Output
16 | Pencatatan - Relaas 1jam |[Data
dalam register u pemberitahuan pemberitahuan
dan penyerahan dan penyerahan
' memori /kontra memori /kontra
banding banding terinput
- Register dalam SIPP dan
- SIPP tercatat dalam
gj - ATK register
17 | Mempelajari - Berkas perkara 2 jam |Akta telah
Berkas Perkara - putusan mempelajari
berkas perkara
*J
18 Membuat Surat ‘ - Berkas perkara 1jam |Konsep surat
Pengantar (bundel A dan pengantar
Pengiriman bundel B) pengiriman
berkas banding - Softcopy putusan berkas banding
| | - ATK
|
19 | Menanda ‘ Konsep surat 1 jam [Surat pengantar
tangani Surat pengantar pengiriman
Pengantar pengiriman berkas berkas banding
Pengiriman banding lyang sudah
berkas banding ¥ J ditandatangani
20 | Mengirim berkas v - Berkas perkara 2Jam |Tanda bukti ‘4
Banding (bundel A & bundel pengiriman
B)
- Surat pengantar
- ATK
21 Menginput Surat - surat pengantar 2jam | Data telah
Pengantar di pengirman berkas terinput di SIPP
SIPP dan banding dan tercatat di
mencatat dalam - Register register
register l.___ - SIPP
- ATK
22 | Arsip berkas - Putusan 1 Hari | Arsip tersimpan
perkara banding - Akta-akta sebagai arsip
di simpan di - Memori dan kontra aktf di
arsip aktif memori banding Kepaniteraan
Pidana

Penjelasan pada kolom Keterangan :

*1 Panitera menanda tangani akta setelah pemohon menanda tangani akta

*2  Kirim lewat Pos/ Email/ Fax/ Aplikasi

*
w

Setelah di paraf oleh Panmud Pidana

"4 Paling lambat berkas dikirim 14 hari pasal 236 KUHAP (Lihat UU Pemilu)

Halaman 3 dari 3




PENGADILAN NEGERI BENGKALIS KELAS IB

JI. Karimun No. 12 Bengkalis
Telp. (0766) — 22831 Fax (0766) 21031
Email : pn_bengkalis@yahoo.co.id
Website : www.pn-bengkalis.go.id

NOMOR SOP

W4.U2/291/0T.01.3/1/2023

Revisi Ke - 16

TGL. PEMBUATAN 09 Januari 2017
TGL. REVISI 02 Januari 2023
DISAHKAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI

NAMA SOP

PERMOHONAN UPAYA HUKUM
KASASI PENGADILAN NEGERI

DASAR HUKUM :

KETERKAITAN :

1.

2.

10.

11

12

13.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan
Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Jo Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009 (tentang Perubahan Pertama dan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung RI).

Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun 2015 Jo
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Mahkamah
Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020
tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di
Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan.

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun
1998 tentang Penyelesaian Perkara.

Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun 2014
tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung RI
Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik
Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi/PK.

Surat Keputusan Mahkamah Agung RI  Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku i
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/11/2012  tentang  Standar  Pelayanan
Peradilan.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 77/DJU/SK/HMO02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negeri Jo Surat Keputusan Direktur

Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 77/D3U/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman
Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan
Tinggi dan Pengadilan Negeri

1. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Biasa
2. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Singkat
3. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak

PERINGATAN/CATATAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai

KUALIFIKASI PELAKSANA :

s wN =

S-3
S-2
S-1
D-3
SMU Sederajat

PERALATAN/PERLENGKAPAN

NoukwN =

Alat Tulis Kantor (ATK)
Komputer

Jaringan Intemet/LAN
Printer

Scanner

Mesin Fotocopy

Buku Register Perkara Pidana Kasasi

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Berkas Perkara Pidana




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Petugas Staf / Panmud . KPN/WK | Persyaratan/ Ket.
PTSP | Mejall | Pidana | 2S/JSP |Panitera| ™ o™ | perlengkapan | Waktu |  Output

1 Menerima - Berkas perkara | 1 Hari |Persyaratan *1
Permohonan - ATK Permohonan
Kasasi - Surat Kuasa Kasasi lengkap

(jika ada)

2 Membuat Akta A - Berkas perkara | 3 Hari | Konsep Akta
Pernyataan - Dokumen Pernyataan
Kasasi elektronik Kasasi

I - Surat Kuasa
(jika ada)
- ATK

3. Mengoreksi - Berkas Perkara | 1 Hari | Konsep Akta
dan Paraf Akta Tidak - Dokumen Pernyataan
pernyataan elektronik Kasasi yang
kasasi - Konsep Akta telah diparaf

Pernyataan
Kasasi
- ATK
4, | Menandatangani - Berkas Perkara | 1 Hari | Akta Pernyataan| *2
Akta Pernyataan A 4 - Dokumen Kasasi
Kasasi elektronik
- Konsep Akta
Ya Pernyataan
Kasasi yang
telah diparaf

5 Menginput - Akta 1 Hari | Data Kasasi
data Pernyataan terinput di
Permohonan Kasasi SIPP dan
Kasasi di SIPP I - Dokumen tercatat dalam
dan dicatat elektronik register
dalam register - ATK

- Register

6 Membuat A 4 - Berkas Perkara | 1 Hari |[Konsep Laporan
Laporan - Dokumen Permohonan
Kasasi elektronik Kasasi ke

I - Akta Mahkamah
Pernyataan Agung
Kasasi
- ATK
7 | Menandatangani - Konsep 1 Hari | Laporan
laporan kasasi Laporan Pernyataan
Permohonan Kasasi
I Kasasi ke
Mahkamah
Agung

8 Mengirim v - Laporan 2 Hari | Tanda bukti %3
Laporan Pernyataan pengiriman
Pernyataan Kasasi
Kasasi l - Barcode

- ATK
- Buku ekspedisi

9 | Pemberitahuan 4 - Akta 1 Hari | Relaas
Pernyataan pernyataan pemberitahua
Kasasi Kasasi n kasasi

| - Surat tugas
- ATK

10 | Menginput - Relaas 1 Hari | Data terinput
Pemberitahuan pemberitahuan dalam SIPP
Kasasi di SIPP kasasi dan tercatat

dan dicatat di - SIPP dalam register
register |_ - Register
l - ATK

11 | Menerima L - Memori kasasi | 1Hari | Memori kasasi
Memori - Register lengkap dibuat
/kontra - Softcopy rangkap sesuai
memori Kasasi I memori kasasi kebutuhan

- ATK

12 | Membuat h 4 - Memori kasasi 2 Jam |Konsep akta
AktaTanda - softcopy memorf tanda terima
terima kasasi memori kasasi
Memori/ é - Register
kontra memori - ATK
Kasasi

Halaman 2 dari 4




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Petugas Staf / Panmud . KPN/WK | Persyaratan/ Ket.
P‘I‘Sg: Meja II Pidana 5] 2P| Fhee PN Perlengkapan MR outpue
13 | Menandatangani u e - Konsep a!<ta 2 Jam Akt.a tanda ‘
akta tanda terima terima memori
penerimaan memeori kasasi kasasi
memori / kontra
memori kasasi
14 | Menginput ) ] - Akta tanda 2 Jam |Data terinput di
penerimaan l terima memori SIPP dan
Memori Kasasi kasasi tercatat di
ke SIPP dan - Memori kasasi register
dicatat dalam - SIPP
register - Register
15 | Pemberitahuan - Akta tanda 1 Hari |Relaas
dan Penyerahan terima memori pemberitahuan
Memori / kontra kasasi dan penyerahan
memori Kasasi - Memori kasasi memori kasasi
- ATK
16 | Menginput - Relaas 2 Jam |Data
Relaas l pemberitahuan pemberitahuan
Pemberitahuan dan penyerahan) dan penyerahan
dan Penyerahan memori kasasi memori kasasi
Memori / kontra - ATK terinput dalam
memori Kasasi - Register SIPP dan
di SIPP dan - SIPP tercatat dalam
dicatat di register
register
17 | Memberitahukan \ 4 - Blanko 1 Hari |Surat
untuk pemberitahuan pemberitahuan
mempelajari untuk untuk
berkas kepada i mempelajari mempelajari
pihak-pihak || berkas berkas
18 |Menginput surat v - Relaas 1 Hari |Data terinput
untuk pemberitahuan dalam SIPP dan
mempelajari untuk tercatat dalam
berkas di SIPP mempelajari register
dan dicatat berkas
dalam register - Register
- SIPP
- ATK
19 | Mempelajari - Berkas perkara | 3 Hari |Akta telah
Berkas Perkara - dokumen mempelajari
elektronik berkas perkara
20 | Mengupload : - dokumen 1 Hari | Dokumen
dokumen elektronik elektronik
elektronik dalam - SIPP MA terupload dalam
direktori direktori
dokumen dokumen
elektronik elektronik MA
21 [ Menyusun dan - Berkas perkara | 3 Hari |Konsep surat
membuat Surat Tidak (bundel A dan pengantar
Pengantar bundel B) pengiriman
Pengiriman - barcode berkas kasasi ke
berkas kasasi - ATK MA
22 | Penandatangan Konsep surat 1 Jam |Surat pengantar
an Surat pengantar pengiriman
Pengantar pengiriman berkas kasasi
Pengiriman berkas kasasi yang sudah
berkas kasasi Ya ditandatangani
23 | Mengirim berkas - Berkas perkara | 1 Hari |Tanda bukti
Kasasi l (bundel A & pengiriman
bundel B)
- surat pengantar
- barcode
- Softcopy berkas|
- ATK
24 | Input Surat - surat pengantar| 1 Jam |Data telah
Pengantar di pengirman terinput di SIPP
SIPP dan berkas kasasi dan tercatat di
mencatat dalam - Register register
register L-— - SIPP
I - ATK
25 | Arsip berkas - dokumen 1 Hari |Arsip tersimpan
perkara kasasi O elektronik sebagai arsip
di simpan di - akta-akta aktif di
arsip aktif - memori dan Kepaniteraan
kontra memori Pidana
kasasi

Halaman ¥dari 4




Penjelasan pada kolom Keterangan :

*1  Dokumen elektronik sebagai mana dimaksud dalam SEMA No. 1/2014
*2  Panitera menanda tangani akta setelah pemohon menanda tangani akta

*3  Kirim lewat Pos / Email/ Fax/ Aplikasi

Halaman 4 dari 4



PENGADILAN NEGERI BENGKALIS KELAS IB
JI. Karimun No. 12 Bengkalis
Telp. (0766) — 22831 Fax (0766) 21031
Email : pn_bengkalis@yahoo.co.id
Website : www.pn-bengkalis.go.id

NOMOR SOP - | W4.U2/292/0T.01.3/1/2023
Revisi Ke - 16
TGL. PEMBUATAN 09 Januari 2017
TGL. REVISI 02 Januari 2023
DISAHKAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI
BENGKALIS KELAg 1B
Bayu Soho Rahdrdip, S.H
NIP. 19780302 200212 1 005
NAMA SOP PERMOHONAN UPAYA HUKUM PK
PIDANA PADA PENGADILAN
NEGERI

DASAR HUKUM :

KETERKAITAN :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan
Kehakiman.

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Jo Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (tentang Perubahan
Pertama dan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung RI).

5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Jo
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Mahkamah
Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020
tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di
Pengadilan Secara Elektronik.

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan.

9. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor 3 Tahun
1998 tentang Penyelesaian Perkara.

10. Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun 2014
tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung RI
Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik
Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi/PK.

11. Surat Edaran Makamah Agaung Rl Nomor 4 Tahun 2016
Tentang Pemerlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar
Makamah Agung tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksana
Tugas Bagi Pengadilan

12. Surat Keputusan Mahkamah Agung Rl  Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku i
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan.

13. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/11/2012  tentang  Standar  Pelayanan
Peradilan.

14. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negeri Jo Surat Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum Nomor
3239/DJU/SK/HMO02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 77/D3U/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman
Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan
Tinggi dan Pengadilan Negeri

1. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Biasa
2. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak

PERINGATAN/CATATAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai

KUALIFIKASI PELAKSANA :

Qs wN =

S-3
S-2
S-1
D-3
SMU Sederajat

PERALATAN/PERLENGKAPAN

NOoOOR®RN =

Alat Tulis Kantor (ATK)
Komputer

Jaringan Intermet/LAN
Printer

Scanner

Mesin Fotocopy

Buku Register Perkara Pidana PK

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Berkas Perkara Pidana




Pelaksana Mutu Baku
Staf / KPN o
No Aktivitas Petugas Panmud| 3S/ / Persyaratan/ e
PTSP MI‘I” Pidios | sp | TeoRES | PP | Hakdn WKP | - Perlengkapan Wekie | Outpax
1 Menerima - Permohonan Permohonan
Permchonan dan Peninjauan PK perkara
memori PK Kembali 1 Har [Pidana
- Surat kuasa (jika
ada)
- ATK
- Softcopy
2 Membuat Akta - Permohanan PK . [Konsep Akta
Pernyataan PK P - ATK 3Hari - lpermyataan
pidana PK pidana
3. Mengoreksi dan - Permohonan PK Konsep akta
Paraf Akta - Konsep akta pernyataan
pernyataan PK 1 Hari |PK pidana
pidana yang diparaf
Ya T
4. | Menanda tangani - Konsep akta IAkta
Akta Pernyataan pernyataan PK pernyataan
PK pidana yang di 1 Hari |PK Pidana
T paraf
f - ATK
5 | Menginput data v . Akta pemyataan Data terinput]
Permohonan Tidak PK Pidana di SIPP dan
PK di SIPP dan by A _ Permohonan PK | Hari |rercatat
dicatat dalam - Register dalam
register l— - SIPP register
- ATK
6 Meneliti - Berkas Perkara Berkas
kelengkapan yang diajukan PK 4Hari |perkara
berkas perkara - Akta pemyataan Lengkap
yang diajukan PK
PK Ya - Memori PK
7 Menunjuk - Berkas Perkara 3 Hari |Penetapan
Hakim/Majelis yang diajukan PK penunjukan
Hakim melalui Akta pemyataan majelis
SIPP PK hakim
- Memori PK terinput
| _ sipp dalam SIPP
8 Penunjukan PP * - Berkas Perkara 3 Hari |Penetapan
melalui SIPP yang diajukan PK penunjukan
- Akta pemyataan PP terinput
I PK idalam SIPP
- Memori PK
1 - SIPP
9 | Mencatat * . Berkas Perkara 1jam |Data telah
penunjukan yang diajukan PK tercatat
majelis hakim - Akta pemyataan dalam
dan PP dalam PK Register
register | - Memori PK
- Register
- ATK
10 | Menerima v - Berkas Perkara 1 Hari [Tanda terima)
penyerahan yang diajukan PK penyerahan
berkas perkara - Akta pemyataan berkas
PK perkara
- Memori PK
- Register
- Buku Ekspedisi
11 | Menetapkan Hari - Berkas Perkara 3 Hari |Penetapan
Sidang melalui - SIPP hari sidang
SIPP
12 | Menerima berkas f - Berkas Perkara 1 Hari Penetapan
perkara PK hari sidang
dan
| memori PK
13 | Pemanggilan Para ‘ - Penetapan hari Relas
Pihak dan sidang panggilan
Penyerahan - berkas perkara dan
memori PK - memori PK 5 Hari penyerahan
kepada termohon I memori PK
PK
14 | Proses - Berkas perkara IBA
Persidangan dan b - memori PK Pemeriksaan
pembuatan - Relas panggilan _ dan BA
berita acara dan penyerahan 7 Ha_" Pendapat
pendapat ' memori PK Kerja
15 Penyusunan Berkas perkara PK Berkas
berkas perkara perkara
PK 12 Hari

Halaman 2 dari 3




Pelaksana Mutu Baku
No | Aktivitas petugas | S/ | panmud| 15/ m/m Persyaratan/ Ket.
prsp | M¥2 | ‘pidana | 1sp | Peniter S WKP | Pertengkapan Wbl | Oatpt
16 | Mengupload - Dokumen elektronik | 1 Hari | Dokumen
dokumen yang dimchonkan elektronik
elektronik yang PK terupload
dimohonkan PK 4 - Akta pemyataan PK dalam
dalam direktori - memori PK direktori
dokumen dokumen
elektronik elektronik
17 | Menyusun dan ‘ _ Berkas perkara Konsep
membuat surat Tidak (bundel A dan surat
pengantar s bundel B) 12 Hari pengantar
pengiriman - barcode pengiriman
berkas PK ke MA | L ATK berkas PK
|| ke MA
18 | Penandatangana Konsep surat Surat
n surat pengantar pengantar
pengantar pengiriman berkas pengiriman
pengiriman PK PK ke MA 1 Hari berkas PK
ke MA yang sudah
Ya ditanda
| | tangani
19 | Menginput Surat ‘ - Surat pengantar Data
Pengantar di pengiriman berkas telah
SIPP dan PK terinput
mencatat dalam - Register 1 Hari | diSIPP
register - SIPP dan
- ATK tercatat di
register
20 | Mengirim berkas ) 4 - Berkas perkara Tanda bukti
PK (bundel A & bundel pengiriman
B) .
H - Surat pengantar 3 Hart
- Barcode
1 L ATK
21 | Memberitahukan v L Putusan PK IHari | Relaas
putusan PK kpd - SIPP K an pemberitah
Pemohon PK, - ATK o uan
Termchon PK, 1 - Buku Ekspedisi putusan PK
Lapas [ |
22 | Menyerahkan - Dokumen Arsip
arsip berkas elektronik 3 Hari |tersimpan di
perkara PK ke - Bundel A & Bundel Kerja |kepaniteraan
kepaniteraan B hukum
hukum

Halaman 3 dari 3




Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negeri Jo Surat Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum Nomor
3239/DJU/SK/HMO02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 77/D3U/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman
Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan
Tinggi dan Pengadilan Negeri

NOMOR SOP - | W4.U2/293/0T.01.3/1/2023
Revisi Ke - 16
TGL. PEMBUATAN - | 09 Januari 2017
TGL. REVISI - | 02 Januari 2023
DISAHKAN OLEH : KETUA PENGADILAN NEGERI
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS KELAS IB
JI. Karimun No. 12 Bengkalis
Telp. (0766) — 22831 Fax (0766) 21031
Email : pn_bengkalis@yahoo.co.id
e s e NAMA SOP - | SOP PERMOHONAN GRASI
DASAR HUKUM : KETERKAITAN :
1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 14 1. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Biasa
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab | 2. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak
Undang-Undang Hukum Acara Pidana. PERINGATAN/CATATAN
3. lIiZ:::i?r-\LaJ:dang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Jo Undang-Undang KUALIFIKAS! PELAKSANA -
Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 1. 83
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan 2. 82
atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Grasi 3. &1
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (tentang Perubahan 4. D3 )
Pertama dan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 5. SMU Sederajat
1985 tentang Mahkamah Agung RI).
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Jo PERALATAN/PERLENGKAPAN
Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 2 Tahun 2020 | 1. Alat Tulis Kantor (ATK)
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Mahkamah | 2. Komputer
Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan | 3. Jaringan Internet/LAN
Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. 4. Printer
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 | 5. Scanner
tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di | 6. Mesin Fotocopy
Pengadilan Secara Elektronik. : 7. Buku Register Permohonan Grasi
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang | PENCATATAN DAN PENDATAAN
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Berkas Perkara Pidana
Administrasi Pemerintahan.
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan.
11. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku [
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan.
12. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/I1/2012  tentang  Standar  Pelayanan
Peradilan.
13. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum




Pelaksana Mutu Baku Kok
No| Aktivitas Petugas Staf / Panmud " Persyaratan/ )
PTSP Meja II Pidana ki PRDEN Perlengkapan T R
1 | Menerima - Permohonan 1 Hari Permchonan
Permohonan Cj grasi grasi lengkap
Grasi - Putusan yang
dimohonkan
grasi
- Surat kuasa
(jika ada)
- ATK
2 | Membuat Akta v - Permohonan 2 Hari Konsep Akta
permchonan ¢ Tidak grasi Permohonan
Grasi dari - Putusan yang Grasi dari
terpidana dimohonkan terpidana
grasi
- Surat kuasa
(jika ada)
- ATK
3 | Koreksi dan Konsep Akta 3 Hari Konsep Akta
pemberian Permohonan permohonan
paraf Ya Grasi dari grasi yang
terpidana sudah diparaf
4 | Menandatangani Konsep Akta 1 Hari Akta
Akta permohonan permohonan
permohanan grasi yang grasi
grasi | | sudah diparaf
5 | Permintaan ‘ - Akta § Hari | Surat
keterangan permchonan keterangan
tentang grasi tentang
terpidana l - Surat terpidana dari
kepada permintaan Lapas
Kalapas keterangan
6 | Input data 4 - Akta 1 Hari | Data telah
permchonan permchonan terinput dalam
Grasi di SIPP grasi SIPP dan
dan dicatat di - ATK dicatat dalam
Register Grasi - Register register
- SIPP
7 | Menyusun dan - Berkas perkara| 3 Hari Konsep surat
membuat ¢ Tidak (bundel A dan pengantar
Surat bundel B) pengiriman
Pengantar | - ATK berkas grasi
Pengiriman ke MA
berkas grasi
8 |Mengoreksi dan Konsep surat 2 Hari Surat pengantar
menandatangani pengantar pengiriman
Surat Pengantar pengiriman berkas grasi
Pengiriman Ya berkas grasi yang sudah
berkas grasi ditandatangani
9 | Mengirim ‘ - Surat 2 Hari Tanda bukti
berkas Grasi pengantar pengiriman
- Atk
i 8
10 | Input Surat I - Surat 5 Jam Data telah
Pengantar di pengantar terinput di
SIPP dan pengirman SIPP dan
mencatat berkas grasi tercatat di
dalam register l___ - Register register
- Sipp
- Atk
11 | Arsip berkas - Putusan 3 Hari Arsip tersimpan
perkara grasi - Akta-akta sebagai arsip
di simpan di - Permohonan aktif di
arsip aktif grasi Kepaniteraan
- Surat Pidana
keterangan
tentang
terpidana dari
lapas

Halaman 2 dari 2




NOMOR SOP - | W4.U2/294/0T.01.3/1/2023
Revisi Ke -6
TGL. PEMBUATAN - | 09 Januari 2017
TGL. REVISI - | 02 Januari 2023
DISAHKAN OLEH . KETUA PENGADILAN NEGERI
BENGKALIS KELAg 1B
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS KELAS IB
JI. Karimun No. 12 Bengkalis
Telp. (0766) — 22831 Fax (0766) 21031
Email : pn_bengkalis@yahoo.co.id
Website : www.pn-bengkalis.go.id NAMA SOP 1 SOP PERMOHONAN
PRAPERADILAN
DASAR HUKUM : KETERKAITAN :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab | -

Undang-Undang Hukum Acara Pidana PERINGATAN/CATATAN

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang | Jika SOP initidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai
Kekuasan Kehakiman

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Jo Undang- | KUALIFIKASI PELAKSANA :

Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas | 1. S-3
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan | 2. S-2
Umum 3. S1

4. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang | 4 D-3
perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 | 5. SMU Sederajat

tahun 1985 Tentang Makamah Agaung

5. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun 2015 Jo PERALATAN/PERLENGKAPAN

tentang larangan PK terhadap Putusan Praperadilan. Mesin Fotocopy

7. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 4 Tahun 2020

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2020 | 1. Alat Tulis Kantor (ATK)
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Mahkamah | 2. Komputer
Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan | 3. Jaringan Intemet/LAN
Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 4. Printer
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 2 Scanner
7.

Buku Register Perkara Pidana

tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana
di Pengadilan Secara Elektronik.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Berkas Perkara Pidana

Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera
dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan

10. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun
2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat
Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai
Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

11. Surat Keputusan Mahkamah Agung Rl Nomor
KMA/032/SK/IVI2007 tentang Pemberlakuan Buku Il
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan

12. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/11/2012  tentang Standar Pelayanan
Peradilan.

13. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 3239/DJUISK/HMO02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HMO02.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri




Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas Staf / Ket
Petugas - Panmud | Panmud A 2 KPN/ Persyaratan/
PTSP M:!)a Pidana | Hukum | ° PP |Hakim| Paniters| wpn | Perdengkapan | WKW | Output
1 [Menerima berkas - Permohonan Berkas
Permohanan Q Tidak Praperadilan permohonan
praperadilan - Surat kuasa yang lengkap
jika ada 1 Jam
- Ceklist
kelengkapan
berkas
2 |Meneliti - Permohonan Ceklist telah
kelengkapan Praperadilan ditanda
permohonan pra - Surat kuasa tangani
peradilan dan jika ada 2 Jam
membuat tanda - Cekist
terima Ya l;(:lingkapan
l as
3 |Menginput data di ‘ - Permchonan Data terinput
SIPP dan Praperadilan kedalam SIPP
mencatat dalam - Surat kuasa dan tercatat
register l jika ada 1 Jam [kedalam
- Ceklist register
kelengkapan
berkas
4 |Menunjuk Hakim A 4 - Berkas Penetapan
melalui SIPP - ATK penunjukan
- SIPP 1Jam [Hakim
5 |Menunjuk Panitera v - Berkas Penetapan
Pengganti melalui - ATK penunjukan
SIPP - SIPP Panitera
- Penetapan 1Jam  |pengganti
l penunjukan
hakim
6 |Mencatat v - Berkas Data tercatat
penunjukan Hakim| - ATK dalam register
dan Panitera - Penetapan
Pengganti penunjukan
kedalam register Hakim 1Jam
- Penetapan
penunjukan
Panitera
Pengganti
7 |Menerima - Berkas perkara Penetapan
Berkas pra peradilan hari sidang
dan Membuat - ATK
Penetapan - SIpPP 2 Jam
Hari sidang
melalui SIPP I
8 [Penerimaan - Berkas perkara Berkas
berkas dari Hakim - Ekspedisi 1 3am Perkara
ke Panitera
Pengganti
9 [Membuat dan ' - Berkas perkara Relaas
menyampaikan pra peradilan panggilan
panggilan sidang - ATK 3Jam |[sidang
| B - Penetapan
hari sidang
10 [Melaksanakan - Berkas perkara BA Sidang *1
Proses pra peradilan
Persidangan - ATK 7
- Penetapan hari Hari
sidang .
- Relaas Kerja
panggilan
sidang
11 gl:laksanal@n - Berkas perkara Putusan
ngucapan - BA Sidang
putusan " Pufusan 3 Jam
12 |Menginput - Putusan Putusan
gtx,l‘?;san kedalam - SIPP 1 Jam terinput
kedalam SIPP
il
13 Metru\ginpl;t e;:trc - Putusan e-doc putusan
san a =
g?pp € dalam SIPP 1 Jam lengkap
17 |Penyelesaian ‘ - Berkas 7 Hari  |Berkas
berkas perkara perkara perkara
18 [Meneliti L 2 - Berkas 3 Hari |Berkas
kelengkapan perkara perkara
berkas perkara lengkap lengkap

Halaman 2 dari 3




Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas Staf / Ket
Petugas - Panmud | Panmud o KPN/ Persyaratan/
PTSP ":l’a Pidana | Hukum ol o WKPN | Perlengkapan | Waktu | Output
19 |Menerima + Berkas perkara| 2 hari |Berkas
berkas dan u Tidak lengkap perkara
meneliti - Ekspedisi lengkap
kelengkapan
berkas perkara
Ya
20 [Melakukan [ 2 - Berkas 1 hari |Berkas
penjilidan perkara perkara
lengkap lengkap
sudah dijilid
21 |Menginput - Berkas 1 Hari [Tanggal
tanggal minutasi| & perkara minutasi
pada sipp dan - Checklist telah diinput
dicatat kedalam kelengkapan pada SIPP
register berkas dan telah
- Ekspedisi tercatat
- Buku pada
register register
16 [Menyerahkan - Berkas Perkara BA
berka; in active ke dan Putusan 3 Hari Penyerahan
Kepaniteraan - ATK Kerja Beﬂ(as
Hukum : - Register Arsip
- SIPP

Penjelasan pada kolom keterangan :
Terhitung sejak pembacaan permohonan

%1

Halaman 3 dari 3




NOMOR SOP - | W4.U3/295/0T.01.3/1/2023
Revisi Ke -1 4
TGL. PEMBUATAN 09 Januari 2017
TGL. REVISI 30 Desember 2022
DISAHKAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS KELAS IB
JI. Karimun No. 12 Bengkalis
Telp. (0766) — 22831 Fax (0766) 21031
Email : pn_bengkalis@yahoo.co.id
Website : www.pn-bengkalis.go.id NAMA SOP SOP PERRMINTAAN
PERMOHONAN PERPANJANGAN
PENAHAN OLEH PENYIDIK DAN
PENUNTUT UMUM PASAL 29 AYAT
(2) DAN AYAT (3)
DASAR HUKUM : KETERKAITAN :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab | -
PERINGATAN/CATATAN

Undang-Undang Hukum Acara Pidana

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasan Kehakiman

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Jo Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum

4. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang
perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14
tahun 1985 Tentang Makamah Agaung RI

5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Jo
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Mahkamah
Agung Rl Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

6. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku I
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan

7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/1I/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan.

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan

Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang

Pedoman Standar Pelayanan

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan

Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang

Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo Surat

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Nomor 3239/DJU/SK/HMO02.3/11/2019 tentang

Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan

Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018

tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

10.

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai

KUALIFIKASI PELAKSANA :

O WN=

S-3
S-2
S-1
D-3
SMU Sederajat

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1

2.
3.
4.

Alat Tulis Kantor (ATK)
Komputer
Printer

Buku Register penahanan

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Berkas Perkara Pidana




Pelaksana

Mutu Baku Ket
Mol Akaivins Petugas Staf Panmud | Panitera | KPN/ Persyaratan/ Waktu | Output
PTSP Pidana WKPN Perlengkapan
1 Menerima Permohonan  dan Tanda Terima
permohonan Q Tidak lampirannya 1Jam
ATK
|
2 Meneliti Permohonan dan Permohonan
kelengkapan lampiranya lengkap
permohonan Tanda terima
permohonan 2 Jam
Ceklist
Ya kelengkapan
l berkas
3 Membuat konsep ‘ Permohonan Konsep
Penetapan Tidak lengkap Penetapan
perchorerl o Ak 3Jam
g
4 Mengoreksi dan 1 Konsep penetapan Penetapan
memaraf konsep N yang sudah
penetapan > 2 Jam | diparaf
\ ﬁ Ya Panmud
Pidana
5 Mengoreksi dan Penetapan yang Penetapan
Paraf Penetapan Tidak sudah diparaf 2Jam | ¥an9 sudah
perpanjangan Panmud Pidana diparaf oleh
penahanan Panitera
6 Menandatangani ‘——' Penetapan  vang Penetapan
perpanjangan Ya sudah diparaf | , | yang sudah
penahanan Panmud Pidana ditanda tangan
dan Panitera
7 Mencatat kedalam ?ﬁa—mﬁ———l Penetapan  yang Tercatat
Register sudah ditanda kedalam
perpanjangan tangan Register
penahanan L.Jam
|
1
8 | Mengirim L ] Penetapan 3Jam | 7anda bukti
penetapan Buku Ekspedisi pengiriman
perpanjangan
penahanan ke
pemachon
9 Menyimpan arsip Berkas Penetapan
penetapan é permohonan  dan perpanjangan
perpanjangan penetapan 1 Hari | penahanan
penahanan perpanjangan tersimpan dalam
penahanan arsip

Halaman 2 dari 2




NOMOR SOP - | W4.U2/296/0T.01.3/1/2023
Revisi Ke -16
TGL. PEMBUATAN 09 Januari 2017
TGL. REVISI 02 Januari 2023
DISAHKAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI
BENGKALIS KELAg 1B
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS KELAS IB
JI. Karimun No. 12 Bengkalis
Telp. (0766) — 22831 Fax (0766) 21031
Email : pn_bengkalis@yahoo.co.id
Website : www.pn-bengkalis.go.id NAMA SOP SOP PERRMINTAAN
PERMOHONAN PERPANJANGAN
PENAHAN OLEH PENYIDIK DAN
PENUNTUT UMUM PASAL 25 AYAT
(2)
DASAR HUKUM : KETERKAITAN :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasan Kehakiman

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Jo Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum

4. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang
perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14
tahun 1985 Tentang Makamah Agaung RI

5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Jo
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Mahkamah
Agung Rl Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

6. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku I
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan

7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/II/2012  tentang Standar Pelayanan
Peradilan.

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan

10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DJU/SK/HMO02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 3239/DJUISK/HM02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

1. SOP Proses Penyelesian Perkara Pidana Biasa
2. SOP Proses Penyelesian Perkara Pidana Anak

PERINGATAN/CATATAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai

KUALIFIKAS] PELAKSANA :

o b oON =

S-3
S-2
S-1
D-3
SMU Sederajat

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1.

2.
3.
4

Alat Tulis Kantor (ATK)
Komputer
Printer

Buku Register penahanan

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Berkas Perkara Pidana




Pelaksana Mutu Baku Ket
No|  Aktivitas )
Petugas Panmud ) KPN / Persyaratan/
PTSP o Pidana Ponkwra | wicom Perlengkapan | WaktU Sntpet

1 Menerima Tidak Permohonan  dan Tanda Terima

permohonan Q lampirannya 1Jam
ATK
I i

2 Meneliti Permohonan  dan Permohonan
kelengkapan lampiranya lengkap
permohonan Tanda terima

permohonan 2 Jam
Celdist
Ya kelengkapan
| | berkas

3 | Membuat w Permohonan Konsep Penetapan
Konsep Tidak lengkap
Penetapan % ATK 3 Jam
perpanjangan T
penahanan

4 Mengoreksi dan Konsep penetapan Penetapan yang
memaraf konsep 2 Jam | sudah diparaf
penetapan Ya Panmud Pidana

5 Mengoreksi dan Penetapan  yang Penetapan yang
Paraf Penetapan Tidak sudah diparaf 2 Jam sudah diparaf
perpanjangan Panmud Pidana Panitera
penahanan

6 Menandatangani Ya 4 Penetapan yang Penetapan yang
perpanjangan sudah diparaf 1 Jam sudah ditanda
penahanan Panmud Pidana tangani

— | dan Panitera

7 Mencatat kedalam ; Penetapan  yang Tercatat kedalam
Register sudah ditanda Register
perpanjangan tangani 2 Jam
penahanan

;*

8 | Mengirim ‘ Penetapan Tanda bukti
penetapan Buku Ekspedisi 3Jam | pengiriman
perpanjangan
penahanan ke
JPU

9 Menyimpan arsip Berkas Arsip perpanjangan
penetapan é permohonan  dan penahanan
perpanjangan penetapan 1 Hari | tersimpan
penahanan perpanjangan

penahanan

Halaman 2 dari 2




NOMOR SOP - | W4.U2/297/0T.01.3/1/2023
Revisi Ke - 16
TGL. PEMBUATAN 09 Januari 2017
TGL. REVISI 02 Januari 2023
DISAHKAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI
BENGKALIS KELA
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS KELAS IB :
JI. Karimun No. 12 Bengkalis ‘
Telp. (0766) — 22831 Fax (0766) 21031 ““Savu Soho Raldrdb. S.H
Email pn_bengkalis@yahqo.co._id NIP. 19780302 200212 1 005
Viietallo: . pr-GeghaLY. QP NAMA SOP SOP PERMOHONAN IN /
PERSETUJUAN BESUK (PERKARA
PIDANA UMUM, TIPIKOR,ANAK
DAN PERIKANAN)
DASAR HUKUM : KETERKAITAN :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab i BN Penyelesafan petiary p!dana B_na_s @
. 2. SOP Penyelesaian perkara pidana Tipikor
Undang-Undang Hukum Acara Pidana 3. SOP Penyelesaian perkara pidana Perikanan
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang | 4. SOP Penyelesaian perkara pidana Anak
Kekuasan Kehakiman 5. SOP Pengelolaan surat sub bagian Umum dan keuangan
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Jo Undang- | PERINGATAN/CATATAN
Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas | Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum KUALIFIKASI PELAKSANA :
4. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang | 1. S-3
perubahan atas Undang — Undang nomor 14 Tahun | 2. S-2
1985 tentang Makamah Agaung RI 3. S41
5. Peraturan pemerintah nomor 27 Tahun 1983 tentang | 4. D-3
pelaksanaan KUHP 5. SMU Sederajat
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor M.04.UM.01.06
Tahun 1983 tentang tata cara penempatan, Perawatan dan | PERALATAN/PERLENGKAPAN
Tata Tertib Rumah Tahanan Negara (pasal 18 : ijin besuk) -
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Jo ; 2:_:1:::: el d
Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 2 Tahun 2020 3: Jaringan Infernet/LAN
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Mahkamah 4 Printer
Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan ’
. . . - 5. Scanner
Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 6. Mesin Folooopy
8. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 4 Tahun 2020 7: Sipp
tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana
di Pengadilan Secara Elektronik. PENCATATAN DAN PENDATAAN
9. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor | -
KMA/032/SK/1V/2007 tentang Pemberlakuan Buku Il
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan
10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/I/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan.
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.
12. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan

Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 3239/DJU/SK/HMO02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri




Pelaksanaan Mutu Baku
No Aktivitas . 5‘:: P:'"uéﬂ? - Ket
epaniteraan is
Petngas | Pidana/ Pidana / |Panitera| Hakim/ | persYarstan/ | o, Output
Tipikor / Tipikor / Hakim e e
Perikanan Perikanan
1 Menerima surat Permahonan izin Permochonan Izin Permohonan izin
besuk dari Pemohon besuk besuk lengkap
1 Jam
2 Membuat izin besuk - ATK Konsep surat Izin
; - Data SIPP besuk
L@ mnd - Permohonan izin
besuk 2 Jam
3 Mengoreksi dan memberikan Konsep surat Izin Surat izin besuk
paraf besuk yang sudah
2Jam | diparaf
Ya
4 Menandatangani Penetapan izin { - Permohonan Penetapan 1zin
besuk - ATK besuk yang
- Surat izin besuk sudah di
yang sudah 1Jam | tandatangani
l diparaf
5 Menyerahkan Penetapan izin A 4 - Penetapan Izin Tanda terima
besuk kepada Pemohon D besuk yang penyerahan surat
sudah di 2 Jam | izin besuk
tandatangani kepada pemchon

- Buku Ekspedisi




PENGADILAN NEGERI BENGKALIS KELAS IB
JI. Karimun No. 12 Bengkalis
Telp. (0766) — 22831 Fax (0766) 21031
Email : pn_bengkalis@yahoo.co.id
Website : www.pn-bengkalis.go.id

NOMOR SOP - [ W4.U3/298/0T.01.3/1/2023
Revisi Ke -1 4
TGL. PEMBUATAN 09 Januari 2017
TGL. REVISI 30 Desember 2022
DISAHKAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI
BENGKALIS KELAS IB
* Bayu Soho Raldrdl, S.H
NIP. 19780302 200212 1 005
NAMA SOP SOP PERMOHONAN UIN /
PERSETUJUAN PENAHANAN KE
PENGADILAN TINGGI PASAL 29
AYAT (1) (2) dan(3) KUHP

DASAR HUKUM :

KETERKAITAN :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasan Kehakiman

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Jo Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum

4. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang
perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14
tahun 1985 Tentang Makamah Agaung RI

5. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun 2015 Jo
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Mahkamah
Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

6. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku [
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan

7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/I/2012  tentang Standar Pelayanan
Peradilan.

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan

10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DJU/SK/HMO02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 3239/DJU/SK/HMO02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HMO02.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

1. SOP Penyelesaian perkara pidana Biasa

2. SOP Penyelesaian perkara pidana Tipikor

3. SOP Penyelesaian perkara pidana Perikanan

4. SOP Pengelolaan surat sub bagian Umum dan keuangan

PERINGATAN/CATATAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai

KUALIFIKASI PELAKSANA :

S-3
S-2
S-1

D-3
SMU Sederajat

oD =

PERALATAN/PERLENGKAPAN

Alat Tulis Kantor (ATK)
Komputer

Jaringan Intemet/LAN
Printer

Scanner

Mesin Fotocopy

Sipp

NoOok,wdh =

PENCATATAN DAN PENDATAAN




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas PP Panmud Panitera Hakim KPN / Persyaratan/ Waktu Output Ket.
Pidana WKPN Perlengkapan
1 Membuat - Berkas perkara Konsep *1
permohonan A Tidak - Penetapan permohonan
perpanjangan ‘ - A penahanan Majelis perpanjangan
penahanan ke PT Hakim dari Ketua Majelis
melalui KPN - Penetepan 2 Jam
perpanjangan
penahanan oleh KPN
- Buku Ekspedisi
- ATK
2 Mengoreksi konsep Konsep permchonan Permohonan
permchonan perpanjangan berserta 3 Jam perpanjangan
perpanjangan dan berkas perkara dari Ketua Majelis
memberi paraf
3 Menandatangani ﬁ - surat permohonan surat
surat permohonan Ya perpanjangan permohonan
perpanjangan penahanan yang 2 Jam perpanjangan
penahanan ke PT sudah diparaf penahanan yang
| sudah
‘» ditandatangani
4 Membuat surat - Permohonan Konsep surat
pengantar perpanjangan 3 Jam permohonan ke
permohonan ke PT - berkas perkara PT
| B
5 Penandatanganan ; Konsep surat Konsep surat
surat pengantar ke permchonan permohonan
PT perpanjangan perpanjangan
penahanan 3Jam | penahanan yang
| sudah diparaf
6 Pengiriman surat - Permohonan Tanda bukti
permohonan A 4 perpanjangan pengiriman
perpanjangan penahanan
penahanan ke - Buku Ekspedisi
Pengadilan Tinggi 3 Jam
7 Penyimpanan arsip Surat permohonan Arsip surat
surat permohonan perpanjangan permohonan
perpanjangan penahanan pertinggal perpanjangan
penahanan ke PT 1 Hari penahanan
tersimpan

*1. Permohonan perpanjangan penahanan diajukan minimal 10 hari sebelum masa tahanan berakhir




PENGADILAN NEGERI BENGKALIS KELAS IB
JI. Karimun No. 12 Bengkalis
Telp. (0766) — 22831 Fax (0766) 21031
Email : pn_bengkalis@yahoo.co.id
Website : www.pn-bengkalis.go.id

NOMOR SOP W4.U2/299/0T.01.3/1/2023

Revisi Ke 16

TGL. PEMBUATAN 09 Januari 2017
TGL. REVISI 02 Januari 2023
DISAHKAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI

BENGKALIS KELAg 1B

NAMA SOP SOP PENANGGUHAN PENAHANAN

PERKARA PIDANA UMUM

DASAR HUKUM :

KETERKAITAN :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

2. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun 2015
Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan

3. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 4 Tahun 2020
tentang Administrasi dan persidangan perkara pidana
di pengadilan secara Elektronik

4. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberiakuan Buku
Il tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Peradilan

5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan.

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo
Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum  Nomor  3239/DJU/SK/HMO02.3/11/2019
tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur
Jenderal Badan Peradilan Umum  Nomor
77/DJUISK/IHMO02.3/2/2018  tentang  Pedoman
Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

9. Surat edaran jenderal badan peradilan umum
nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 hal persidangan
perkara pidana secara TELECONFERENCE

1. SOP Penyelesaian perkara pidana Biasa

2. SOP Penyelesaian perkara pidana Tipikor

3. SOP Penyelesaian perkara pidana Perikanan
4. SOP Penyelesaian perkara pidana Anak

PERINGATAN/CATATAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas peradilan tidak berjalan dengan
baik

KUALIFIKASI PELAKSANA :

S-3
S-2
S-1
D-3
SMU Sederajat

o hWN =

PERALATAN/PERLENGKAPAN

Alat Tulis Kantor (ATK)
Komputer

Jaringan Internet/LAN
Printer

Scanner

Mesin Fotocopy

Sipp

Nood NS

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Foto copy KTP Pemohon
2. Formulir ljin Bantar




Pelaksanaan Mutu Baku
No Aktivitas
Petugas Panitera Panmud Panitera N Persyaratan /
PTSP Pengganti Pidana . Periengkapan b i
1 Menerima surat Permohonan Permohonan permohonan
Penangguhan Penahanan dari Q Tidak Penangguhan penangguhan
Pemohon Penahanan 1 Jam penahanan
Surat Kuasa jika ada
2 Meneliti kelengkapan + Permohonan permohonan
permohonan penangguhan penangguhan penangguhan
2 Jam
penahanan penahanan penahanan
- Berkas perkara lengkap
3 Memeriksa dan ‘ + berkas perkara Persetujuan
mempertimbangkan N L Surat permohonan 3 Jain atau
permohonan penangguhan - kelengkapan penclakan
penahanan persyaratan
4 Membuat konsep penetapan - ATK Konsep
penangguhan penahanan - berkas perkara penetapan
L surat permohonan 3Jam | penangguhan
i yang sudah disetujui penahanan
5 Menandatangani penetapan ". Konsep penetapan penetapan
penangguhan penahanan penangguhan 2 Jam penangguhan
penahanan penahanan
6 Membacakan penetapan ‘ Penetapan Salinan
penangguhan penahanan penangguhan 2 Jam Penetapan
penahanan penangguhan
f J penahanan
7 Penyerahan Penetapan dan L 2 - Uang jaminan BA penerimaan
menerima uang jaminan - penetapan uang jaminan
” 3 Jam
penangguhan penahanan (jika penangguhan penangguhan
ada) l""—""—'l penahanan penahanan
8 Menyimpan arsip penetapan - Berkas  permohonan Arsip
penangguhan penahanan é dan penetapan 1 Hari penangguhan
penangguhan penahanan
penahanan tersimpan




NOMOR SOP T W4.U2/300/0T.01.3/1/2023
Revisi Ke -1 6
TGL PEMBUATAN | - | 09 Januari 2017
TGL REVISI - 02 Januari 2023
DISAHKAN OLEH | KETUA PENGADILAN NEGERI
BENGKALIS KELAS 1B
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS KELAS IB
JI. Karimun No. 12 Bengkalis
Telp. (0766) — 22831 Fax (0766) 21031
Email : pn_bengkalis@yahoo.co.id
Website - www. pn-bengkalis.go.id NAMA SOP - | SOP PROSES PENYELESAIAN
PERMOHONAN LJIN/PERSETUJUAN
PENGGELEDAHAN PERKARA
PIDANA
DASAR HUKUM : KETERKAITAN -

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (pasal
32- pasal 37)

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasan Kehakiman

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 No Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 200d tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Umum

4. Peraturan Nahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun 2015
Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Nahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun 2015 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan

5. Surat Keputusan Nahkamah 49y ng Rl Nomor
KNA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku I
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Peradilan

6. Surat Keputusan Ketua Nahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar Pebyanan
Peradilan

7. Peraturan klenteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi 8irokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pebyanan

9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DCU/SK/HN02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 3239/D3UISK/HND2.3/G1/2019  tentang
Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 77/D3U/SK/HM02J/2/2018
Tentang Pedoman Standar Pdayanan Terpadu Satu Pintu
Pada Pengadibn Tinggi dan Pengadilan Negeri

1. SOP Penyelesaian perkara pidana Biasa

2. SOP Penyelesaian perkara pidana Tipikor

3. SOP Penyelesaian perkara pidana Perikanan
4. SOP Penyelesaian perkara pidana Anak

PERINGATAN/CATATAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas peradilan tidak berjalan dengan
baik

KUALIFIKASI PELAKSANA :

S-3
S-2
S-1
D-3
SMU Sederajat

o wd =

PERALATAN/PERLENGKAPAN

Alat Tulis Kantor (ATK)

Komputer

Jaringan Intemnet/LAN

Printer

Scanner

Mesin Fotocopy

Register ijin /Persetujuan Penggeledahan

NO ok wN -~

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Register ijin /Persetujuan Penggeledahan




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Panmud Ket.
Petugas Pidana / KPN / Persyaratan/
PTSP el Tipikor / Penlinrn WKPN Perlengkapan | WKt | Output
Perikanan
1 | Menerima Tidak -Permohonan dan Tanda terima
Permohonan lampirannya Permohonan
Q -Softcopy dari 1Jam
penyidik
| -ATK
2 Meneliti -Permohonan dan Permohonan
kelengkapan lampiranya lengkap
permohonan -Tanda terima
permohonan 4 Jam
-Cekist
Ya kelengkapan
I berkas
3 | Membuat ‘ -Permohonan Kansep
Penetapan ijin Tidak lengkap Penetapan
penggeledahan % -ATK 2 Jam
b
4 Mengoreksi dan Konsep penetapan Penetapan
memaraf konsep N yang sudah
penetapan ol 3 Jam | diparaf oleh
Y Ya Panitera Muda
5 Mengoreksi dan Penetapan yang Penetapan
Paraf Penetapan Tidak sudah diparaf oleh yang sudah
ijin/persetujuan Panitera Muda 1Jam | diparaf oleh
Penggeledahan Panitera
Ya
6 Menandatangani 4 Penetapan yang Penetapan
ijin/persetujuan sudah diparaf oleh yang sudah
Penggeledahan Panitera Muda dan 1Jam | ditanda
] Panitera tangani
7 Mencatat kedalam * Penetapan yang Tercatat
Register sudah ditanda 1 Jaris kedalam
ijin/persetujuan tangani Register
Penggeledahan T
8 | Mengirim v -Penetapan Tanda bukti
penetapan -Buku Ekspedisi 3 Jam pengiriman
ijin/persetujuan
Penggeledahan T
9 Menyimpan arsip Berkas Arsip ijin /
penetapan permohonan dan persetujuan
ijin/persetujuan penetapan ijin / 1 Hari | Penggeledahan
Penggeledahan persetujuan tersimpan
Penggeledahan

Halaman 2 dari 2




PENGADILAN NEGERI BENGKALIS KELAS IB
JI. Karimun No. 12 Bengkalis
Telp. (0766) — 22831 Fax (0766) 21031
Email : pn_bengkalis@yahoo.co.id
Website : www.pn-bengkalis.go.id

NOMOR SOP - | W4.U2/301/0T.01.3/1/2023

Revisi Ke - 16

TGL. PEMBUATAN 09 Januari 2017

TGL. REVISI 02 Januari 2023

DISAHKAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI

BENGKALIS KELAg IB
- Bayu Soho Rahardjp, S.H
NIP. 19780302 200212 1 005
NAMA SOP SOP UJIN PROSES PENYELESAIAN
PERMOHONAN DIVERSI

DASAR HUKUM :

KETERKAITAN :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan
Kehakiman

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Jo Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak

5. Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang pedoman
pelaksanaan Diversi dan penanganan anak yang belum
berumur 12 (dua belas) jo peraturan Makamah Agung Rl nomor
4 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan Diversi dalam
sistem Peradilan pidana Anak

6. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun 2015 Jo
Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor
7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan
dan Kesekretariatan Peradilan.

7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan
Secara Elektronik.

8. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 2 Tahun 2014
tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama
dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

9. Surat  Keputusan Mahkamah  Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku Il tentang
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan

10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan

13. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negeri Jo Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DJU/SK/HMO02.3/2/2018 tentang Pedoman
Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Tinggi
dan Pengadilan Negeri

14. Surat keputusan derktur jenderal badan peradilan umum nomor
1692/d3u/sk/ps.00/12/2020 tentang pedoman pelaksanaan
pelayanan bagi penyandang disabilitas di pengadilan tinggi dan
pengadilan negeri

15. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor

379/DJU/PS.00/3/2020 hal Persidangan perkara Pidana Secara
Teleconference

1
2.

SOP Penyelesaian Perkara Pidana, Tpikor, Perikanan dan Anak
SOP Pengebban Surat Sub bagian Umum dan Keuangan

PERINGATAN/CATATAN

1.

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidakakan
tercapai

KUALIFIKASI PELAKSANA :

O N

S-3
S-2
S-1
D-3
SMU Sederajat

PERALATAN/PERLENGKAPAN

N ok wN =

Alat Tulis Kantor (ATK)
Komputer

Jaringan Internet/LAN
Printer

Scanner

Mesin Fotocopy

Buku Register Diversi

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1.

BERKAS PERMOHONAN DIVERSI




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Ket.
Petugas Panmud KPN/ Persyaratan/
PTSP Staf Pidana Panitera WKPN Pestengiapen Waktu Output

1 | Menerima Tidak -Permohonan Tanda Terima
Permohonan Q{ Penetapan Diversi 1jam dan
Penetapan Diversi -Berita Acara Diversi Permahanan

-Kesepakatan Diversi Pen.diversi

2 | Mengoreksi -Permohonan Berkas
Kelengkapan Penetapan Diversi ) permohonan
permohonan diversi -Kesepakatan Diversi| 2jam | Diversi

Ya lengkap

3 | Membuat konsep rﬁ -ATK Konsep

Penetapan Diversi Tidak -Berkas permochonan _ Penetapan
Diversi 1 Hari
| ¢

4 | Mengoreksi konsep -Konsep penetapan Konsep
dan paraf -Berkas permohonan penetapan
Penetapan Diversi o s yang sudah

v Ajm diparaf
Ya Panmud
Pidana

5 | Mengoreksi dan -Penetapan yang Penetapan
paraf Penetapan Tidak sudah diparaf yang sudah
Diversi Panmud Pidana 3 jam diparaf

4 -Berkas permohonan Panitera
a
6 | Menandatangani L 4 -Penetapan yang Penetapan
penetapan Diversi sudah diparaf Diversi
Panmud Pidana dan| 1 jam
T Panitera
I -Berkas permohonan

7 | Menginput data di L 2 -Penetapan Diversi Data terinput
SIPP dan -Berkas permohonan dalam SIPP
pencatatan -SIPP 5jam | dan tercatat
kedalam Register L -Register dalam register
Diversi [r—

8 | Mengirim v -Penetapan Tanda bukti
penetapan Diversi -Buku Ekspedisi pengiriman
kepada Pemchon 2 Hari

9 | Menyimpan arsip -Berkas permohonan Arsip Diversi
penetapan Diversi -penetapan Diversi 1 Hari | tersimpan

Halaman 2 dari 2



PENGADILAN NEGERI BENGKALIS KELAS IB

JI. Karimun No. 12 Bengkalis
Telp. (0766) — 22831 Fax (0766) 21031
Email : pn_bengkalis@yahoo.co.id
Website : www.pn-bengkalis.go.id

NOMOR SOP - | W4.U2/302/0T.01.3/1/2023

Revisi Ke - 16

TGL. PEMBUATAN - | 09 Januari 2017

TGL. REVISI - | 02 Januari 2023

DISAHKAN OLEH : KETUA PENGADILAN NEGERI

NAMA SOP : | SOP JIN PEMBANTARAN
DASAR HUKUM : KETERKAITAN :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 1.S0P Penyelesaian Perkara Pidana Umum, Tipikor, Perikanan dan
Kekuasaan Kehakiman ) Anak

2 H:g::gg-_tlggggggNn%r&cgfsg tggsgggggae}&ang 2. SOPPengeblaan Surat Sub bagianUmumdanKeuangan
perubahan atas undang — undang nomor 2 tahun | PERINGATAN/CATATAN
1986 tentang peradilan umum. ) i ) o

3. Undang — undang nomor 8 tahun 1981 tentang Jlk@ SOP initidak dlle_xksanakan, maka asas peradlbn tidak akan
hukum acara pidana berialan dengan baik

4. Peraturan Nahkamah Agung RT Nomor 7 Tahun 2015

10.
1.

12.

13.

14.

jo Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 2 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan

Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 4 Tahun
2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara
Pidana di Pengadilan Secara Elektronik

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1989
tentang Pembantaran (stuitin).

Surat Keputusan Ketua Nahkamah Agung Nomor :
026/KNA/SK/1I/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan

Surat Keputusan Nahkamah Agung Rl Nomor
KMA/032/SK/IVI2007 tentang Pemberlakuan Buku
I tentang Pedoman Pebksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan

Peraturan  Nenteri Kehakiman Rl  Nomor
N.04.UN.0J.06 Tahun 1983 tentang Tata Cara
Penempatan, Perawatan dan Tata Tertib Rumah
Tahanan Negara (Pasal 18 : ljin Besuk) Peraturan
Menteri Kehakiman RI Nomor M.04.UN.01.06 Tahun
1983 tentang Tala Cara Penempatan, Perawatan
Tahanan dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara
(Pasal 9) Jo Surat Edaran Plahkamah Agung Nomor
1 Tahun 1989 tentang Tahanan Yang Menderita Sakit
(Pasal 9 Ayat 1 (pembantaran/stuiting), Ayat 2
(sakit jiwa))

Keputusan Nenteri Kehakiman Nomor 14.PW.07.03
Tahun 1983 tentang Pembantaran (Poin 28)
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Adminisbasi Pemerintahan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradibn
Umum Nomor 77/D3U/SK/HM02.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pebyanan Terpadu Satu
Pintu Pada Pengadilan Tinggl dan Pengadilan
Negeri 30 Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradibn Umum Nomor
3239/D3U/SK/HN.02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 77/D3U/SK/HMO02.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pekryanan Tepadu Satu
Pintu (PTSP) Pada Pengadibn Tinggi dan Pengadilan
Negeri

Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
379 /DJU/PS.00/3/2020 hal Persidangan Perkara
Pidana Secara Teleconference

S-3
S-2
S-1
D-3
SMU Sederajat

O s LN =

PERALATAN/PERLENGKAPAN

Alat Tulis Kantor (ATK)
Komputer

Jaringan Intemet/LAN
Printer

Scanner

Mesin Fotocopy
. SIPP

NO A WN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

REGISRET PENAHANAN




No

Aktivitas

Pelaksanaan

Mutu Baku

Petugas PTSP

Panitera

Pengganti

Panmud
Pidana /
Tipikor /
Perikanan

Panitera

Hakim

Persyaratan /
Perlengkapan

Waktu

Output

Menerima surat
Permohonan Pembantaran

Tidak

- Surat
pemberitahuan
dari Rutan

- Surat
keterangan
rumah sakit

1 jam

- Tanda terima
surat
pemberitahuan

- Surat keterangan
rumah sakit

Meneruskan surat
permohonan pembantaran

Ya

- Surat
pemberitahuan
dari Rutan

- Surat
keterangan
rumah sakit

1 jam

Surat pemberitahuan
lengkap

Memeriksa dan membuat
pertimbangan permohonan
pembantaran

- Berkas perkara

- Surat
pemberitahuan
dari rutan

- Surat
Keterangan
rumah sakit

1 Hari

Menyetujui
pembantaran

Mengetik konsep penetapan
pembantaran

- Berkas perkara

- Surat
pemberitahuan
dari rutan

- Surat
Keterangan
rumah sakit

- ATK

4 jam

Konsep penetapan
pembantaran

Menandatangani penetapan
pembantaran

Konsep
penetapan
pembantaran

2 jam

Penetapan
pembantaran

Menyerahkan penetapan
pembantaran

-Penetapan
pembantaran
-Buku Ekspedisi

1 Hari

Tanda bukti
penyerahan




PENGADILAN NEGERI BENGKALIS KELAS IB
JI. Karimun No. 12 Bengkalis
Telp. (0766) — 22831 Fax (0766) 21031
Email : pn_bengkalis@yahoo.co.id
Website : www.pn-bengkalis.go.id

NOMOR SOP W4.U2/303/0T.01.3/1/2023

Revisi Ke -1 6

TGL. PEMBUATAN 09 Januari 2017
TGL. REVISI 02 Januari 2023
DISAHKAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI

BENGKALIS KELAg 1B

NAMA SOP SOP PENCABUTAN PERMOHONAN
BANDING PIDANA PADA
PERADILAN NEGERI
DASAR HUKUM : KETERKAITAN :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasan Kehakiman

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Jo Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum

4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Jo
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Mahkamah
Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

5. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 4 Tahun 2020
tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana
di Pengadilan Secara Elektronik.

6. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 3

Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

026/KMA/SK/I/2012  tentang Standar Pelayanan
Peradilan. _

8 Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku i
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera
dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan

11. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DJU/SK/HMO02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 3239/DJUISK/HM02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

1. SOP Penerimaan Permohonan Banding Perkara Pidana
Umum, Tipikor, Perikanan dan Anak

2. SOP Penyelesaian Perkara Pidana Umum, lipikor. Perikanan
dan

Anak
3. Pengelolaan Surat Sub bagian Umum dan Keuangan

PERINGATAN/CATATAN

1. Jika SOP initidak dilaksanakan maka asas peradilan tidakakan
tercapai

KUALIFIKASI PELAKSANA :

S-3
82
S-1
D-3
SMU Sederajat

o b wN =

PERALATAN/PERLENGKAPAN

Alat Tulis Kantor (ATK)
Komputer

Jaringan Iinternet/LAN
Printer

Scanner

Mesin Fotocopy

SIPP

Noodob =

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Berkas Perkara
2. Buku Register Banding

3. Peralatan Komputer




Pelaksanaan Mutu Baku
" Staf Panitera
N Adtieias kepaniteraan Muda e
Petugas Pidana / Pidana / o Persyaratan /
PTSP Tipikor/ | Tipikor/ | PaMterd | oo tengkapan | Waktv Quitpest
Perikanan / | Perikanan
JSP

1 Menerima dan memeriksa Tidak - Buku Register Diterimannya
permohonan pencabutan - Berkas Perkara permchonan
banding - Komputer 1jam pencabutan

- Surat banding dari
1 permohonan pemohon
- AKX

2 Meneliti persyaratan - Permohonan Persyaratan
permaohonan pencabutan - Surat kuasa jika permachonan
banding ada 1 Hari pencabutan

v - SIPP banding lengkap
a
3 Mengetik akta pencabutan ‘ - Akta Banding Konsep Akta
pernyataan banding ) - permohonan pencabutan
- Tidak pencabutan 1Hari | pemyataan
T banding lengkap banding
| Stee— - ATK

4 Mengoreksi dan paraf akta - Akta Banding Konsep Akta
pencabutan pernyataan - Konsep Akta pencabutan
banding pencabutan 1 Hari permyataan

pemyataan banding sudah
Ya banding diparaf
ﬁ - ATK

5 | Menandatangani akta v Konsep Akta Akta pencabutan
pencabutan pernyataan pencabutan pemyataan
banding yang telah ditanda pemyataan banding 1 Hari banding yang
tangani pemohon | sudah diparaf sudah

[ ditandatangani

6 Menyerahkan akta pemyataan l' - Buku ekspedisi Tanda bukti
pencabutan permohonan - Akta pencabutan pengiriman
banding pernyataan

banding yang .
sudoh 1 Hari
ditandatangani

- ATK

)

7 Mengirim akta pernyataan - Buku ekspedisi - Tanda bukti
pencabutan permohonan \ 4 - Akta pencabutan pengiriman
banding ke Pengadilan Tinggi pernyataan - Relaas
dan Pemberitahuan banding yang Pemberitahuan
Pencabutan kepada sudah 1 Hari Pencabutan
Termohon Banding ditandatangani Banding

- ATK

8 Menginput pencabutan - Akta pencabutan Data terinput
pernyataan banding kedalam pemyataan kedalam SIPP dan
SIPP dan mencatat dalam banding 53 tercatat kedalam
Register - SIPP jam register

I - AKX

9 Mengarsipkan akta Akta pencabutan 2 Jam Arsip tersimpan
pernyataan pencabutan pernyataan
permohonan banding banding
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Revisi Ke 16
TGL. PEMBUATAN 09 Januani 2017
TGL. REVISI 02 Januan 2023
DISAHKAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI
BENGKALIS KELAR IB
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS KELAS IB 8,
JI. Karimun No. 12 Bengkalis A5
Telp. (0766) — 22831 Fax (0766) 21031 =/,
Email : pn_bengkahs@yahc_)o.co._id NIP. 19780302 200212 1 005
Website : www.pn-bengkalis.go.id NAMA SOP SOP PENCABUTAN PERMOHONAN
KASASI PIDANA PADA PERADILAN
NEGERI
DASAR HUKUM : KETERKAITAN -

1.

10.

1.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
Kekuasan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Jo Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2009 (tentang Perubahan
Pertama dan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI).

Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun 2015 Jo
Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Mahkamah
Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
Surat Edaran Ketua Nahkamah Agung Ri Nomor 5 Tahun
2021 tentang pembertakuan rumusan hasil rapat pleno kamar
mahkamah agung tahun 2021 sebagai pedoman tugas bagi
pengadilan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan.

Surat Edaran Ketua Nahkamah Agung RI Nomor |
Tahun 2014 tentang Perubahan Surat Edaran Ketua
Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2010 tentang
Dokumen Elektronik sebagai kelengkapan Kasasi/PK
Surat Edaran Ketua Nahkamah Agung Rl Nomor 3
Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara Jo Surat
Edaran Ketua I'4ahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun
2014 tenBng Penyelesaian Perkara Pada Tingkat
Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat)
Lingkungan Peradibn

Surat Keputusan Mahkamah Agung Rl Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku i
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 77/D3U/SK/HMO02.3/2/2018 tentang Pedoman
Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan
Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo Surat Keputusan Direktur
Jenderal Badan Peradilan Umum NomoF
3239/DCU/SK/HN.02.3/1t/2019 tenBng Perubahan Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 77/D3U/SK/HN02.3/2/2018 tenBng Pedoman Standar

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Penrladilan Tinggi
dan Pengadilan Negeri

tentang

1. SOP Penerimaan Permohonan Banding Perkara Pidana
Umum, Tipikor, Perikanan dan Anak
2. SOP Penyelesaian Perkara Pidana Umum, lipikor. Perikanan
dan
Anak
3. Pengelolaan Surat Sub bagian Umum dan Keuangan

PERINGATAN/CATATAN

1. Jika SOP initidak dilaksanakan maka asas peradilan tidakakan
tercapai

KUALIFIKASI PELAKSANA :

S-3
S-2
S-1
D-3
SMU Sederajat

ok wN =

PERALATAN/PERLENGKAPAN

Alat Tulis Kantor (ATK)
Komputer

Jaringan Internet/LAN
Printer

Scanner

Mesin Fotocopy

SIPP

NoO oA wN =

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Berkas Perkara
2. Buku Register Kasasi

3. Peralatan Komputer




Pelaksanaan Mutu Baku
No Aktivitas Panitera Keterangan
Staf kepaniteraa Muda
Pe:,:",sg:s Pidana / Tipikor /| Pidana / Panitera Pwa;:::‘a ¢I| Waktu Output
Perikanan / JSP Tipikor /
Perikanan
1 Menerima dan memeriksa Tidak - Buku Register Diterimannya
permohonan pencabutan - Berkas Perkara permohonan
kasasi Q - ATK 1 jam pencabutan
- Komputer kasasi dari
- Surat pemchon
permohonan
2 Meneliti persyaratan - Permohonan Persyaratan
permohonan pencabutan - Surat kuasa jika permochonan
kasasi ada 1 hari pencabutan
Ya - SIPP kasasi lengkap
”
3 Mengetik akia pencabutan ‘ - Akia Kasasi Konsep Akta
pernyataan kasasi Tidak - permohaonan pencabutan
¢ pencabutan 1 hari pernyataan
1 kasasi lengkap kasasi
- ATK
4 Mengoreksi dan paraf akta - Akta Kasasi Konsep Akta
pencabutan pernyataan - ATK pencabutan
kasasi - Konsep Akta 1 hari pernyataan
Ya pencabutan kasasi sudah
pernyataan diparaf
—I kasasi
5 Menandatangani akta L Konsep Akta Akta Setelah akta
pencabutan pernyataan pencabutan pencabutan ditandatangani,
kasasi bersama pemohon pernyataan kasasi pernyataan kemudian akta
sudah diparaf 1 Hari kasasi yang diberikan
sudah kepada
ditandatangani | Pemohon
6 Mengirim akta pernyataan - Buku ekspedisi - Tanda bukti
pencabutan permohonan A 4 - Akta pencabutan pengiriman
kasasi ke Mahkamah Agung pernyataan - Relaas
dan Pemberitahuan kasasi yang 1 Hari pemberitahu
Pencabutan kepada sudah an
Termohon Kasasi ditandatangani
- ATK
7 Menginput pencabutan - Akta pencabutan Data terinput
pernyataan kasasi kedalam A 4 pernyataan kedalam SIPP
SIPP dan Mencatat dalam kasasi 55 dan tercatat
Register - swpp )M 1 redatam
| - Register register
| - ATK
8 Mengarsipkan akta é Akta pencabutan 2Jam | Arsip
pernyataan pencabutan pemyataan kasasi tersimpan
permohonan kasasi
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NOMOR SOP - | W4.U2/305/0T.01.3/1/2023
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TGL. PEMBUATAN 09 Januari 2017

TGL. REVISI - | 02 Januari 2023

DISAHKAN OLEH : KETUA PENGADILAN NEGERI

NAMA SOP SOP PENCABUTAN PERMOHONAN
PENINJAUAN KEMBALI PIDANA
PADA PERADILAN NEGERI

DASAR HUKUM :

KETERKAITAN :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana.

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan
Kehakiman.

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Jo Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009 (tentang Perubahan Pertama dan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung RI).

5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Jo
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor
7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan
dan Kesekretariatan Peradilan.

6. Surat Edaran Ketua Nahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun
2021 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar
mahkamah agung tahun 2021 sebagai pedoman tugas bagi
pengadilan

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan.

9. Surat Edaran Ketua Nahkamah Agung RI Nomor | Tahun
2014 tentang Perubahan Surat Edaran Ketua Mahkamah
Agung Rl Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik
sebagai kelengkapan Kasasi/PK

10. Surat Edaran Ketua Nahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun
1998 tentang Penyelesaian Perkara Jo Surat Edaran Ketua
I'4ahkamah Agung Rl Nomor 2 Tahun 2014 tenBng
Penyelesaian Perkara Pada Tingkat Pertama dan Tingkat
Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradibn

11. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan

12. Surat  Keputusan  Mahkamah Agung Rl  Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku Il tentang
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan

13. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 77/D3U/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negeri Jo Surat Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum NomoF
3239/DCU/SK/HN.02.3/11/2019 tenBng Perubahan Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
77/D3U/SK/HN02.3/2/2018 tenBng Pedoman Standar

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Penrladilan
Tinggi dan Pengadilan Negeri

1. SOP Penerimaan Permohonan Banding Perkara Pidana

Umum, Tipikor, Perikanan dan Anak

2. SOP Penyelesaian Perkara Pidana Umum, lipikor. Perikanan

dan Anak

3. Pengelolaan Surat Sub bagian Umum dan Keuangan

PERINGATAN/CATATAN

Jika SOP initidak dilaksanakan, maka asas peradilan tidak akan
berjalan dengan baik

S

S-3
S-2
S-1
D-3
SMU Sederajat

PERALATAN/PERLENGKAPAN

N, ON =

Alat Tulis Kantor (ATK)
Komputer

Jaringan Internet/LAN
Printer

Scanner

Mesin Fotocopy

SIPP

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Berkas Perkara

2. Buku Register PK
3. Peralatan Komputer




Ket

Pelaksanaan Mutu Baku
Staf .
No Aktivitas kepaniteraan P:::::ga
Petugas Pidana / s F Persyaratan /
PTSP Tipikor / .'r’:::(';‘: ; Panitera | o jengkapan | Waktu Difipst
Perikanan / Pestiainani
JSpP
1 Menerima dan Tidak - Buku Register 1jam | Diterimannya
memeriksa - Berkas Perkara permohonan
permohonan - Komputer pencabutan
pencabutan - Surat Peninjauan
Peninjauan Kembali permohonan Kembali dari
- ATK pemohon
2 Meneliti persyaratan - Permohonan 1 Hari | Persyaratan
permohonan - Surat kuasa jika permohonan
pencabutan ada pencabutan
Peninjauan Kembali Ya - SIPP Penitgjauan ’
Kembali lengkap
3 | Mengetik akta - Akta Peninjauan | 1 Hari | Konsep Akta
pencabutan Y - Kembali pencabutan
Peninjauan Kembali ¢ i - permohonan Peninjauan
pencabutan Kembali
| Peninjauan
Kembali lengkap
- ATK
4 Mengoreksi dan paraf - Akta Peninjauan 1 Hari | Konsep Akta
akta pencabutan Kembali pencabutan
Peninjauan Kembali - Konsep Akta Peninjauan
pencabutan Kembali sudah
Ya Peninjauan diparaf
Kembali
- ATK
5 Menandatangani akta 2 Konsep Akta 1 Hari | Akta pencabutan
pencabutan pencabutan Peninjauan
Peninjauan Kembali Peninjauan Kembali yang
bersama pemohon Kembali sudah sudah
I diparaf ditandatangani
6 Mengirim akta - Buku ekspedisi 1 Hari | - Tanda bukti
pencabutan A 4 - Akta pencabutan pengirima
permohonan Peninjauan - Relaas
Peninjauan Kembali ke Kembali yang pemberitahuan
MA dan sudah
Pemberitahuan ditandatangani
Pencabutan kepada - ATK
Termohon PK
7 Menginput pernyataan + - Akta pencabutan | 5jam | Data terinput
Peninjauan Kembali Peninjauan kedalam SIPP
kedalam SIPP dan Kembali dan tercatat
mencatat dalam - SIPP kedalam register
Register L———I - Register
- ATK
8 Mengarsipkan akta Akta pencabutan 2 jam | Arsip tersimpan
pencabutan Peninjauan
permohonan Kembali
Peninjauan Kembali

Penjelasan pada kolom Keterangan :
Setelah akta ditandatangani, kemudian akta diberikan kepada Pemohon

"
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TGL. PEMBUATAN 09 Januari 2017

TGL. REVISI 02 Januari 2023

DISAHKAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI

NAMA SOP SopP UIN/ PERSETUJUAN
PENYITAAN OLEH PENYIDIK (
PERKARA PIDANA UMUM, TIPIKOR,
PERIKANAN DAN ANAK)

DASAR HUKUM :

KETERKAITAN :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Pasal 38 -
Pasal 46)

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

3. Undang-Undang nomor 45 Tahun 2009

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31
Tahun 2004 tentang Perikanan

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasan Kehakiman.

5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Jo Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum.

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak

7. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun 2015
Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan.

8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan

9. Surat Edaran Ketua Nahkamah Agung RI Nomor 3

Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara

Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor

KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberiakuan Buku i

tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi

Peradilan

11. Peraturan Nenteri Pendayagunaan Aparatur Negera

dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang

Pedoman Penyusunan standar Operasional Prasedur

Administrasi Pemerinahan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera

dan Reformasi Brokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang

Pedoman Standar Pelayanan

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan

Umum Nomor 77/D3U/SK/HM02.3/2/2018 tentang

Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan

Umum Nomor 3239/DCU/SK/HN.02.3/1t/2019 tenBng

Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan

Peradilan Umum Nomor 77/D3U/SK/HN02.3/2/2018

tenBng Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu

Pintu (PTSP) Pada Penrladilan Tinggi dan Pengadilan

Negeri

10.

12.

13.

1.90P Penyelesaian Perkara Pidana Umum, Tipikor, Perikanan dan

2.

Anak
SOPPengeblaan Surat SubbagianUmumdanKeuangan

PERINGATAN/CATATAN

Jika SOP initidak dilaksanakan, maka asas peradilan tidak akan
tercapai

oW N

S-3
S-2
S-1
D-3
SMU Sederajat

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1

2
3
4.
5
6

. Alat Tulis Kantor (ATK)
. Komputer
. Jaringan Internet/LAN

Printer

. Scanner
. Mesin Fotocopy

Buku Register ljin Penyitaan

.
PE

NCATATAN DAN PENDATAAN

1.

Berkas Perkara




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas — = = XN ] " e . Ket.
gas anmu . aratan
PTSP ot Pidana | 2" | \kpN | Perlengkapan | WOKU | Output
1 |Menerima Tidak] - Permohonan dan 1 jam | Tanda Terima
permohonan lampirannya
- Softcopy dari
penyidik
- ATK

2 | Meneliti - Permohonan dan 3jam | Permchonan
kelengkapan lampiranya lengkap
permohonan - Tanda terima

Ya permohonan
- Cheklist
kelengkapan
l berkas

3 |Membuat L 2 ik - Permohonan 3jam | Konsep
Penetapan lengkap Penetapan
ijin/persetujuan - ATK
penyitaan ——

4 | Mengoreksi dan Konsep penetapan 2 jam | Penetapan
memaraf kansep yang sudah
penetapan Ya diparaf

5 | Mengoreksi dan ¥ Penetapan yang 2 jam | Penetapan
Paraf Penetapan sudah diparaf oleh yang sudah
ijin/persetujuan Panitera Muda diparaf
penyitaan %

6 | Menandatangani Penetapan yang 1jam | Penetapan
ijin/persetujuan sudah diparaf yang sudah
penyitaan Panitera Muda dan ditanda

r ] Panitera tangan

7 | Mencatat 2 Penetapan yang 1jam | Tercatat
kedalam Register sudah ditanda kedalam
ijin/persetujuan tangan Register
penyitaan | M E—

8 | Mengirim ] - Penetapan 3 jam | Tanda bukti
penetapan - Buku Ekspedisi pengiriman
ijin/persetujuan
penyitaan

9 | Menyimpan arsip Berkas permohonan 1 hari | Arsip
penetapan é dan penetapan ijin/persetujuan
ijin/persetujuan ijin/persetujuan penyitaan
penyitaan penyitaan tersimpan

|
\
Halaman 2 dari 2
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DISAHKAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI

NAMA SOP SOP PERMOHONAN PENGALIHAN
PENAHANAN
DASAR HUKUM : KETERKAITAN :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab 1.80P Penyelesaian Perkara Pidana Umum, Tipikor, Perikanan dan
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Pasal 23) Anak
2. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Jo | 2. SOPPengeblaan Surat Sub bagianUmumdanKeuangan
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2020 | PERINGATAN/CATATAN

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Mahkamah
Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan

5. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 4 Tahun 2020
tentang Administrasi dan persidangan perkara pidana di
pengadilan secara Elekironik

6. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku I
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan

7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DJU/SK/HMO02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 3239/DJUISK/HM02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP)Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan
Negeri

Jika SOP initidak dilaksanakan, maka asas peradibn tidak akan
berialan dengan baik

S-3
S-2
S-1
D-3
SMU Sederajat

O b W=

PERALATAN/PERLENGKAPAN

Alat Tulis Kantor (ATK)
Komputer

Jaringan Internet/LAN
Printer

Scanner

Mesin Fotocopy
Formulir-Formulir

SIPP

XN s wN s

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Berkas Perkara




Pelaksanaan Mutu Baku
No Aktivitas P:‘u?: Sl Ket
Petugas | Panitera | oo/ | Panitera | Hakim/ | Persyamtan/ | . Output
PTSP Pengganti Tipikor / Hakim Perlengkapan
Perikanan
1 | Menerima surat Permchonan Tidak - Permchonan Permohonan
pengalihan penahanan Peralihan/ . peralihan/
Q penahanan 1jam | penahanan lengkap
|
2 | Meneruskan surat permohonan - ATK Konsep Penetapan
pengalihan penahanan - Data SIPP Peralihan /
- Permohonan ; penahanan
peralihan/ L
Ya penahanan
3 |Memeriksa dan membuat - Berkas perkara Menyetujui
pertimbangkan permohonan - Surat Permohonan
pengalihan penahanan pemberitahuan pengalihan/
dari rutan/Surat | 1 Hari | penahanan
| Keterangan
rumah sakit /
Jaminan
4 | Mengetik konsep penetapan izin R i Konsep surat Penetapan
pengalihan penahanan pengalihan / peralihan/
penahanan 2jam | penahanan yang
sudah diparaf
5 | Membacakan dan - Permohonan Penetapan
Menandatangani Penetapan - ATK Peralihan/
pengalihan penahanan - Surat peralihan/ penahanan yang
penahanan yang | 2jam | sudah di
I sudah diparaf tandatangani
6 | Menyerahkan Penetapan - Penetapan Tanda terima
pengalihan penahanan kepada Peralihan/ penyerahan surat
Pemohon penahanan yang 1 Hari peralihan/
sudah di penahanan kepada
tandatangani pemohon
- Buku Ekspedisi




NOMOR SOP - | W4.U2/308/0T.01.3/1/2023
Revisi Ke - 16
TGL. PEMBUATAN - | 09 Januari 2017
TGL. REVISI - | 02 Januari 2023
DISAHKAN OLEH : KETUA PENGADILAN NEGERI
BENGKALIS KELA® 1B
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS KELAS IB R
JI. Karimun No. 12 Bengkalis
Telp. (0766) — 22831 Fax (0766) 21031 Savu Soho Raldb. 8 H
s L OSTREA se NIP. 19780302 200212 1 005
ite : www.pn- kalis.go.i
evstie pn-bengkalis.go.id NAMA SOP - | SOP PINJAM PAKAI BARANG BUKTI
DASAR HUKUM : KETERKAITAN :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab 1.50P Penyelesaian Perkara Pidana Umum, Tipikor, Perikanan dan
Undang-Undang Hukum Acara Pidana Anak
2. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Jo | 2 sOppengeblaanSurat SubbagianUmumdanKeuangan
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2020 | PERINGATAN/CATATAN

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Mahkamah
Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

3. Buku Il MARI tentang pedoman pelaksanaan tugas dan
administrasi peradilan

4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020
tentang Administrasi dan persidangan perkara pidana di
pengadilan secara Elektronik

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan

7. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IVI2007 tentang Pemberlakuan Buku I
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan

8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 3239/DJU/SK/HMO02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HMO02.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP)Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan
Negeri

Jika SOP initidak dilaksanakan, maka asas peradibn tidak akan
berialan dengan baik

S-3
S-2
S-1
D-3
SMU Sederajat

o LN =

PERALATAN/PERLENGKAPAN

Alat Tulis Kantor (ATK)
Komputer

Jaringan Internet/LAN
Printer

Scanner

6. Mesin Fotocopy

N

PENCATATAN DAN PENDATAAN

BERITA ACARA PERSIDANGAN




Pelaksanaan Mutu Baku
No Aktivitas . P:l;mmll ; Ket
etugas Panitera Pidana 5 Persyaratan
PTSP Pengganti | Tipikor / e R Perlengkapan o St
Perikanan
1 Menerima surat . - Surat 1jam |Tanda terima
permohonan pinjam C\A fink permohonan
pakai barang bukti o - Surat kuasa
apabila pemohon
kuasa hukum
terdakwa
- Bukti identitas
pemohon
2 Meneliti kelengkapan - Surat 2 jam {Persyaratan
permohonan pinjam \ permohonan lengkap
pakai barang bukti - Surat kuasa
apabila pemohon
Ya kuasa hukum
terdakwa
- Bukti identitas
pemohon
3 Memeriksa dan ! - berkas perkara Menyetujui
mempertimbangkan - Surat pinjam pakai
permohonan pinjam permohonan barang bukti
pakai barang bukti - Surat kuasa
apabila pemohon
kuasa hukum
terdakwa
- Bukti identitas
pemchon
4 Mengetik konsep - berkas perkara Konsep
penetapan pinjam pakai A 4 - Surat penetapan
barang bukti permohonan pinjam pakai
- Surat kuasa barang bukti
apabila pemohon
kuasa hukum
terdakwa
- Bukti identitas
pemohon
- ATK
5 Menandatangani A 4 Konsep penetapan Penetapan
penetapan pinjam pakai pinjam pakai barang pinjam pakai
barang bukti T bukti barang bukti
6 Mengirimkan tembusan - Surat pengantar 3jam |Tanda terima
penetapan pinjam pakai v penetapan
barang bukti kepada - Penetapan pinjam
penuntut umum pakai barang
bukti
7 Menyerahkan penetapan - Penetapan 3 jam |Tanda terima
pinjam pakai barang é pinjam pakai
bukti barang bukti
- Ekspedisi
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DISAHKAN OLEH : KETUA PENGADILAN NEGERI
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS KELAS IB
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DASAR HUKUM : KETERKAITAN :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 1.90P Penyelesaian Perkara Pidana Umum, Tipikor, Perikanan dan
Hukum Acara Pidana HKprak
& gggsggégrr‘\d;:y?ak?moglnor 48 Tahun 2009 tentang 2. SOPPengeblaan Surat Sub bagianUmumdanKeuangan
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang PERINGATAN/CATATAN
Peradilan Umum ] T ] o
4 Peraturan Nenteri Kehakiman R!  Nomor Jika SOP initidak dilaksanakan, maka asas peradibn tidak akan
M.0d.UN.0J.O6 Tahun 1983 tentang Tata Cara | Dberialandengan baik
Penempatan, Perawatan dan Tata Tertib Rumah
Tahanan Negara (Pasal 18 : ljin Besuk) Peraturan [ 1. 53
Menteri Kehakiman Rl Nomor M.04.UN.01.06 Tahun | 5 g
1983 tentang Tala Cara Penempatan, Perawatan |, o4
Tahanan dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara ’
(Pasal 9) Jo Surat Edaran Plahkamah Agung Nomor 4. D3 )
1 Tahun 1989 tentang Tahanan Yang Menderita Sakit | 5. SMU Sederajat
(Pasal 9 Ayat 1 (pembantaran/stuiting), Ayat 2
: g(sak&ﬂwa))N T — PERALATAN/PERLENGKAPAN
. Keputusan Nenteri Kehakiman Nomor 14.PW.07. :
Tahun 1983 tentang Pembantaran (Poin 28) 1. Alat Tulis Kantor (ATK)
6. Peraturan Nahkamah Agung RT Nomor 7 Tahun 2015 | 2. Komputer
jo Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 2 Tahun | 3. Jaringan intemet/LAN
2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan | 4. Printer
Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun 2015 tentang | 5 Scanner
Organisasi_ dan Tat; Kerja Kepaniteraan dan | g pesin Fotocopy
Kesekretariatan Peradilan 7. SIPP
7. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 4 Tahun P-ENCATATAN DAN PENDATAAN
2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara
Pidana di Pengadilan Secara Elektronik RI IDANGAN
9. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1989 BERITAAARA PERS -
tentang Pembantaran (stuitin).
10. Surat Keputusan Ketua Nahkamah Agung Nomor :
026/KNA/SK/11/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan
11. Surat Keputusan Nahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku It
tentang Pedoman Pebksanaan Tugas dan
Administrasi Peradilan
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Adminisbasi Pemerintahan
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aﬁaratur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan
14. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradibn

Umum Nomor 77/D3U/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pebyanan Terpadu Satu Pintu
Pada Pengadilan Tinggl dan Pengadilan Negeri 30
Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradibn
Umum Nomor 3239/D3U/SK/HN.02.3/11/2019
tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur
Jenderal Badan Peradilan Umum  Nomor
77/D3U/SK/HM02.3/2/2018  tentang  Pedoman
Standar Pekryanan Tepadu Satu Pintu (PTSP)
Pada Pengadibn Tinggi dan Pengadilan Negeri




Aktivitas

Pelaksanaan

Mutu Baku

Petugas
PTSP

Panitera
Pengganti

Panmud
Pidana /
Tipikor /
Perikanan

Panitera

Hakim

Persyaratan /
Perlengkapan

Waktu

Output

Ket

Menerima surat
permohonan ijin
berobat

Tidak

- Surat
permohonan

- Surat
keterangan
rutan

- Surat kuasa
apabila
pemohon
kuasa hukum
terdakwa

1 jam

Tanda
terima

Meneliti kelengkapan
permohonan ijin
berobat

Ya

- Surat
permohonan

- Surat
keterangan
rutan

- Surat kuasa
apabila
pemohon
kuasa hukum
terdakwa

2 jam

Persyaratan
lengkap

Memeriksa dan
mempertimbangkan
permohonan ijin
berobat

- Berkas
perkara

- Surat
permohonan

- Surat
keterangan
rutan

- Surat kuasa
apabila
pemohon
kuasa hukum
terdakwa

2 jam

Menyetujui
ijin berobat

Mengetik konsep
penetapan ijin berobat

- Berkas
perkara

- Surat
permohonan

- Surat
keterangan
rutan

- Surat kuasa
apabila
pemohon
kuasa hukum
terdakwa

- ATK

1 jam

Konsep
penetapan
ijin berobat

Menandatangani
penetapan ijin berobat

Konsep
penetapan ijin
berobat

1 jam

Penetapan
ijin berobat

Mengirimkan tembusan
penetapan ijin berobat
kepada penuntut
umum

Surat pengantar
penetapan ijin
berobat

3 Jam

Tanda
terima

Menyerahkan
penetapan ijin berobat

- Penetapan ijin
berobat
- Ekspedisi

3 Jam

Tanda
terima
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NAMA SOP 1| SOP  PENYELESAIAKN PERKARA
PIDANA PEMILU

DASAR HUKUM :

KETERKAITAN :

1.

2.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Jo Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum

Peraturan Nahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun
2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana
Pemilu

Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun 2015 Jo
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Mahkamah
Agung Rl Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020
tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana
di Pengadilan Secara Elektronik.

Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 2 Tahun
2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan
Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat)
Lingkungan Peradilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor 4 Tahun
2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat
Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai
Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku Il
tentang Pedoman  Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Peradilan

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera
dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 3239/DJU/SK/HMO02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP)Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan
Negeri

Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
379 /DJUIPS.00/3/2020 hal Persidangan Perkara
Pidana Secara Teleconference

1.30PPenyelesaian Perkara Pidana Umum, dan Anak
2. SOP Permohonan ljin Pembantaran

PERINGATAN/CATATAN

Jika SOP initidak dilaksanakan, maka asas peradibn tidak akan
tercapai

S-3
S-2
S-1
D-3
SMU Sederajat

ok ON=

PERALATAN/PERLENGKAPAN

. Alat Tulis Kantor (ATK)
. Komputer

. Jaringan Internet/LAN
. Printer

. Mesin Fotocopy
Register Perkara Pidana Biasa

1
2
3
4
5. Scanner
6
il
P

ENCATATAN DAN PENDATAAN

Berkas Perkara Pidana Biasa




lb Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas etugas Panmud Panmud z .| KPN/ Persyaratan/ Ket.
PTSgP Staf i Pidana Hukum Pamtera]Haklm WKPN| Periengkapan Waktn Outper
1 | Menerima - Berkas perkara 1 Jam - Berkas
berkas perkara ‘ ,ﬁ — - Checklist diterima/
kelengkapan Ekspedisi
berkas - Cheklist
- Tanda bukti yang sudah
pelimpahan ditandatang
perkara ani petugas
- Penyelesaian
paling lama 7
(tujuh) hari kerja
sejak
pelimpahan
2 | Meneliti - Berkas Perkara 3 jam - Berkas
kelengkapan - Cek List Lengkap/tid
berkas kelengkapan ak lengkap
perkara, Ya berkas - tanda
termasuk terima
Barang Bukti pelimpahan
berkas
3 | Menginput - Berkas perkara 1 Jam Berkas
data SIPP dan Y - Komputer diterima dan
Penomoran - Koneksi LAN diberikan
perkara, - SIPP nomor perkara
pencatatan l - Buku register
dalam induk
register
4 | Menyerahkan h 4 Berkas Perkara 1 Jam Ekspedisi
berkas perkara
yang sudah
lengkap |
|
5 | Menetapkan v - Berkas perkara 1 Jam Penetapan
Majelis - SIPP penunjukan
Hakim/Hakim - Hakim Khusus Majelis/Hakim
i ’ Pemilu
6 | Menunjuk v - Berkas perkara 1 Jam penunjukan PP
Panitera - SIPP
Pengganti (PP) .
| 1
7 | Mencatat l - Berkas perkara 1Jam | Register
penunjukan - Penetapan Manual dan
Hakim dan PP penunjukan SIPP
ke dalam Buku Hakim dan PP,
Register dan - SIPP
SIPP
8 | Menyerahkan - Berkas perkara 1 Jam Ekspedisi
berkas perkara v - Penetapan
kepada Majelis
Hakim untuk
dibuat I
Penetapan hari
sidang
9 | Membuat - Berkas 1 Jam - Penetapan *1
Penetapan - SIPP penahanan
hari sidang - Penetapan
Hari Sidang
Pertama
10 | Menyerahkan - Pen. Penahanan 3 Jam Ekspedisi
penetapan J-I - Penetapan Hari
kepada staf Sidang
untuk dikirim
ke PU dan
dicatat
kedalam
register induk
dan SIPP
11 | Proses Berkas Perkara 5 - BA Sidang
persidangan I Hari - Putusan
12 | Penyusunan - Berkas Perkara 3 jam BAS yang *2
BAS - Konsep BAS sudah ditanda
tangani oleh
Hakim dan PP
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[ Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas  Petu Panmud Panmud = .| KPN/ Persyaratan/ Ket.
prsp | SBf | PP | e | Hulum [Panitera|Halim WKPN| Perengkapan | VoKt Output

13 | Menyerahkan - Berkas perkara Tanda terima
BAS lengkap - BAS lengkap 1 Jam penyerahan
untuk - Ekspedisi berkas
penyusunan penyerahan
Putusan berkas

14 | Sidang - Berkas Perkara 3 jam Putusan yang
pengucapan - Putusan sudah ditanda
putusan tangani
Maielis

15 | Mengetik - Berkas Perkara 3 jam Petikan
petikan - Putusan Putusan
putusan

16 | Penyampaian l Petikan  Putusan 3 Jam - Ekspedisi *3
petikan dan Siap dikirim - Tanda
salinan terima
putusan kpd I penyampaia
Penyidik, JPU, n petikan/
Terdakwa, salinan
KPU/KPUD dan
Lapas

17 | Penyelesaian Berkas perkara 7 Hari Berkas perkara
berkas perkara

18 | Meneliti Berkas perkara 3 Hari Berkas perkara
kelengkapan Tidak lengkap lengkap
berkas perkara

19 | Menerima - Berkas perkara| 2 hari Berkas perkara
berkas dan lengkap lengkap
meneliti Ekspedisi
kelengkapan
berkas perkara Ya

20 | Melakukan v Berkas perkara 1 hari Berkas perkara
penjilidan lengkap lengkap sudah

dijilid

22 | Menginput h"-—='l - Berkas perkara 1 Hari Tanggal
tanggal - Checklist minutasi telah
minutasi pada kelengkapan diinput pada
sipp dan berkas SIPP dan telah
dicatat I - Ekspedisi tercatat pada
kedalam Buku register register
register

23 | Menyerahkan - Berkas Perkara 3 hari BA Penyerahan
berkas ke é yang sudah berkas
Panmud Berkekuatan Arsip perkara
Hukum Hukum tetap

- Cheklist

Penjelasan pada kolom Keterangan :

*1  Penetapan penahanan jika ada

*2  BAS harus selesai sebelum sidang berikutnya

*3  Petikan Putusan disertakan seketika setelah pengucapan putusan
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